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xABSTRAK
Nurwindah Aprilyani. NIM E111 13 001. Peran Sekolah Politik
Perempuan Maupe di Kabupaten Maros. Dibimbing oleh Pembimbing I
Kausar Baylusi dan Pembimbing II Ariana Yunus.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran SPPM di dalam
meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Maros. Dimana
sebelumnya peran politik perempuan di Kabupaten Maros masih sangat pasif
dalam hal partisipasi politik. Dengan hal tersebut mendorong Lembaga
Maupe untuk Mendirikan SPPM agar perempuan bisa memahami apa yang
seharusnya menjadi haknya di dalam ranah politik. Sehingga terdorong untuk
berpartisipasi aktif di dalam  politik.
Penelitian ini menggunakan dasar penelitian deskriptif kualitatif.
Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan serta
mengamati langsung kegiatan yang dilaksanakan SPPM. Serta
melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti buku, koran,
internet.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran SPPM di dalam
meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Maros berhasil.
Dimana model yang digunakan SPPM  melalui bentuk, materi, metode, serta
waktu yang disesuaikan dengan kondisi dan juga sasaran dari pendidikan
politik ini berhasil dan tepat sasaran. Begitupun dengan alumni yang telah
mengikuti SPPM dimana pengetahuan yang selama ini di dapatkan melalui
pendidikan politik berhasil di implementasikan di ranah praktis. Serta
hambatan yang di hadapi selama proses pendidikan politik  berlangsung,
bisa terselesaikan karena dukungan dari pihak SPPM sendiri maupun pihak
dari luar lembaga yang merasa manfaat dari adanya SPPM tersebut sangat
baik. Sehingga SPPM tidak bekerja dengan sendiri. Maka dari hal tersebut,
dengan adanya SPPM partisipasi politik yang dulunya pasif berubah menjadi
aktif.
Kata kunci: SPPM, Perempuan, dan Partisipasi.
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ABSTRACT
Nurwindah Aprilyani. NIM E111 13 001.The Role of Women’s Political
School Maupe in Maros District. Supervised by Kausar Baylusi as
Supervisor I and Ariana Yunus as Supervisor II.
This research aims to determine how the role of women’s political
school maupe increasing women’s political participation in Maros disrict.
Where before the role women’s political participation still in low interest. In
accordance with that Institute Maupe to establish political school so woman’s
can understand what should be their right in the political sphere. So it is
encouraged to participate actively in politics.
This research uses qualitative research base. Were collected by
interviewing informants and observe directly the activities carried out
women’s political school Maupe, adn complete it with some written
references such as books, newspapers, and from internet.
The result showed that, role of ‘SPPM’ to increasing women’s political
participation in Maros district it worked. Where is the learning model used by
SPPM through the forms, materials, methods, and time adjusted to the
conditions and also the goals of political education is successful and on
target. However with the alumni who has been a participant with ‘SPPM’
where the knowledge that has been obtained by following the political
education successfully implemented in real of practical politics. And the
obstacles faced during the political education proces can be resolved
because of support from the ‘SPPM’ willing parties from outside the institution
who feel the benefits of ‘SPPM’ is very good. So ‘SPPM’ not working alone.
So from that, with the ‘SPPM’ political participation  that was passive to
active.
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Sosialisasi politik terdiri dari dua macam bentuk kegiatan yaitu,
pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Sosialisasi politik atau
pendidikan politik dalam arti kata yang longgar adalah bagian langsung
dari kehidupan masyarakat sehari-hari, hal itu dialami oleh anggota-
anggota masyarakat baik penguasa maupun orang awam. Indoktrinasi
politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan
memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol
yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai hal yang ideal dan baik,
melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan
latihan penuh disiplin.1
Negara yang menganut asas demokrasi tidak mengenal adanya
indoktranisasi politik. Karena bertolak belakang dengan asas demokrasi,
tetapi melaksanakan kegiatan pendidikan politik. Pendidikan politik pada
dasarnya dilaksanakan secara sengaja dan usaha sadar yang terencana
sehingga dapat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat tanpa
memandang status, kedudukan ataupun usia seseorang serta dapat
dilaksanakan oleh seseorang yang lebih berpengalaman atau dewasa
terhadap generasi penerusnya.
1 Surbakti Ramlan. Memahami Ilmu Politik hlm 150
2Pendidikan politik dilaksanakan oleh lembaga formal, informal, atau
kelompok kepentingan yang merangkap sebagai LSM yang bersangkutan
secara langsung antara pemberi dan penerima informasi. Pendidikan
politik juga dapat dilaksanakan oleh kelompok kepentingan untuk
meningkatkan partisipasi aktif seseorang tanpa melakukan pemaksaan
terhadap keikutsertaan anggota. Partisipasi aktif seseorang sifatnya
adalah sukarela.
Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk
mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka
memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu
sistem politik yang ideal. Keberhasilan pendidikan politik ditentukan oleh
perspektif yang jelas melalui dua dimensi, berupa gambaran jelas tentang
sistem politik yang diinginkan serta keadaan sebenarnya dari masyarakat
itu sendiri secara langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan sistem
politik ideal.2
Pendidikan politik bukan hanya dilakukan oleh partai politik yang
mempunyai fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan
masyarakat luas. Kabupaten Maros memiliki sebuah organisasi atau LSM
dimana, berhasil mendirikan Sekolah Politik Perempuan Maupe (SPPM)
sekolah ini didirikan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
2Alfian Alfan. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia hlm 258
3Lahirnya SPPM berawal dari kerisauan para aktivis tersebut
sehingga mengikat dan menyatukan kepedulian dan komitmen
memberdayakan perempuan di Maros. Dengan mendirikan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat untuk Perempuan (Maupe) pada tanggal 28
Maret 2003 Maka jadi dan berdirilah. Maupe eksis sebagai lembaga
swadaya masyarakat nirlaba yang fokus pada gerakan pemberdayaan
perempuan, demokrasi dan penguatan hak-hak politik masyarakat
marjinal. Visi dari Maupe tersebut ialah mewujudkan suatu tatanan dimana
perempuan dapat maju, mandiri, sejahtera dan berdaulat.
Problematika kontemporer yang menyertai kelahiran SPPM di
Kabupaten Maros  ialah:
 Munculnya pemimpin perempuan yang hanya sekedar memenuhi
kuota persyaratan Undang-undang yaitu 30%.
 Jumlah kursi perempuan di DPRD Kabupaten maros yang sangat
minim, hanya sebanyak 6 kursi (17,1%) dari 35 kursi.
 Jumlah caleg perempuan tahun 2009 sebanyak 170 orang (29,7%)
belum memenuhi kuota 30% sesuai Undang-undang.
 Kehadiran pemilih di TPS yang belum didasari oleh semangat
partisipatif dan kesadaran kritis namun masih bersifat “mobilisasi
politik“.
 Pada umumnya pemilih masih bersifat tradisional voter yang
paternalistik dan masih dipengaruhi oleh budaya patrialkal,
khususnya perempuan.
4 Rendahnya minat perempuan untuk terlibat dalam partai politik.
 Masih banyaknya pemilih perempuan yang tingkat pendidikannya
rendah. Hal-hal tersebut diatas sudah cukup memberikan
gambaran kurangnya pendidikan politik bagi warga khususnya bagi
perempuan itu sendiri.3
Fenomena yang terjadi diatas telah memberikan inspirasi kepada
Lembaga Maupe. Bersama dengan TIFA Foundation untuk berupaya
meningkatkan kualitas perpolitikan perempuan yang ada di Kabupaten
dengan membuka dan mendirikan Sekolah Politik Perempuan Maupe
(SPPM) Kabupaten Maros. Sekolah ini sengaja didirikan dalam rangka
mencari solusi terhadap persoalan-persoalan perempuan yang terjadi saat
ini. Serta memberikan pencerdasan kepada perempuan yang ada di
kabupaten Maros sehingga dapat berpartisipasi dalam proses
pembangunan serta dapat menjadi pemimpin politik baik ditingkat lokal
maupun ditingkat legislatif serta eksekutif.
Partisipasi politik perempuan di Kabupaten Maros bisa dikatakan
sangat rendah. Hal tersebut sesuai dengan  data KPU Maros tahun 2009
dimana, partisipasi politik perempuan di Maros 45,5 persen atau lebih kecil
dari partisipasi laki-laki sebesar 53,9 persen. Padahal jumlah pemilih
3 http:// www.bakti.or.id/kegiatan/inspirasi-bakti-“mendorong-partisipasi-dan-kepemimpinan-
politik-perempuan-melalui-sekolah.html Diakses pada tanggal 17/11/ 2016 pukul 20:00 WITA
5perempuan ada 53,1 persen lebih besar dari jumlah pemilih laki-laki 46,9
persen.4
Hal tersebut yang mendasari sehingga lembaga Maupe mencari
cari agar bagaimana partisipasi politik perempuan di Kabupaten Maros
tersebut bisa semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Sehingga
terjadinya keseimbangan didalam hal partisipasi politik.
Perempuan di Indonesia masih cenderung memiliki pemahaman
yang sangat marjinal tentang kodratnya sebagai seorang perempuan. Hal
tersebut yang terjadi pada perempuan di Kabupaten Maros sehingga pada
berakibat pada kurangnya partisipasi politik perempuan di Maros karena
masih banyak perempuan di desa-desa yang memiliki pemahaman
tentang hal tersebut. Hal yang perlu kita sadarkan sehingga perempuan
paham posisinya dan apa yang seharusnya di lakukan.
Hal tersebut yang coba di bangunkan oleh Lembaga Maupe melalui
SPPM tersebut. Sehingga dengan adanya sekolah tersebut tujuan yang
ingin dicapai yakni untuk memberikan kesadaran politik bagi perempuan di
Kabupaten Maros bisa terealisasikan. Sehingga perempuan sadar akan
pentingnya posisinya didalam ranah politik dan berujung pada semakin
meningkatnya partisipasi politik perempuan di dalam sebuah ajang-ajang
politik yang selama ini di dominasi oleh kaum pria.
Berawal dari fakta awal yang penulis telah dapatkan dari SPPM itu
sendiri mengenai kondisi perempuan di Kabupaten Maros yang membuat
4Perempuan berdaulat  Ala Maros hal 6
6SPPM sebagai sarana pendidikan politik. Oleh karena itu penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul ‘Peran Sekolah
Politik Perempuan di Kabupaten Maros’. Fokus ini akan dititikberatkan
mengenai bagaimana SPPM berperan dalam meningkatkan partisipasi
politik perempuan di Kabupaten Maros.
1.2 Rumusan Masalah
Agar diperoleh satuan gambaran, serta untuk mencegah timbulnya
penafsiran keliru terhadap objek penulisan. Menghindari luasnya
pembahasan yang dilakukan. Berdasarkan dengan hal tersebut, penulis
membatasi masalah yang diteliti seperti yang tertuang pada rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pendidikan politik yang dilaksanakan SPPM Kabupaten
Maros ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat SPPM dalam
melaksanakan pendidikan politik dalam mendorong partisipasi
politik perempuan di Kabupaten Maros ?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan
sebagai berikut :
1. Mengetahui pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Sekolah
Politik Perempuan Maupe (SPPM) Kabupaten Maros.
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung Sekolah Politik
Perempuan Maupe (SPPM) dalam melaksanakan pendidikan
7politik untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di
Kabupaten Maros.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dapat dibagi ke dalam dua sifat yaitu manfaat
penelitian yang bersifat teoretis dan manfaat penelitian yang bersifat
praktis :
1.4.1 Manfaat Teoritis
1. Menunjukan secara ilmiah mengenai model sekolah politik
perempuan maupe serta bagaimana implikasinya di Kabupaten
Maros.
2. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan
padaumummnya, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu
politikpada khususnya.
1.4.2 Manfaat Praktis
1. Bagi pengurus SPPM Kabupaten Maros.
Meningkatkan  peran Sekolah Politik Perempuan Maupe dalam
pelaksanaan sekolah  politik dalam mendorong penguatan
kapasitas politik perempuan di Kabupaten Maros.
2. Bagi pembaca
Menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai Sekolah
Politik Perempuan Maupe dalam melaksanakan sekolah poltik
dalam penguatan kapasitas poltik perempuan di Kabupaten Maros.
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TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini akan membahas beberapa konsep serta teori yang dapat
mendukung jalannya penelitian ini, yaitu: Kelompok Kepentingan, Konsep
Pendidikan Politik, Partisipasi Aktif, Konsep Keseteraan Gender, serta
kerangka pikir. Hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bab ini.
2.1. Konsep Pendidikan Politik
2.1.1. Pengertian Pendidikan Politik
Konsep pendidikan politik terdiri dari dua kata kunci pokok yaitu
pendidikan dan politik, pendidikan erat kaitannya dengan politik, hubungan
pendidikan dengan politik sangat  empiris dan sudah berlangsung lama.
Pendidikan dengan politik sangat empiris dan sudah berlangsung lama.
Pendidikan dalam hal ini adalah proses yang dilakukan secara sengaja
untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta
didik agar mereka memiliki kemampuan dalam menanggapi lingkungan
secara positif atau melakukan perubahan (pengetahuan, sikap dan
perilaku) yang bermakna bagi dirinya, masyarakat dan lingkungan sekitar.
Politik (politics) adalah usaha untuk menentukan peraturan-
peraturan yang dapat diterima baik oleh sebahagian besar warga untuk
membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha
menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang
antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-
cara melaksanakan tujuan tersebut. Masyarakat mengambil keputusan
9mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini
menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari
tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu.
Pendidikan politik diartikan pula sebagai usaha yang sadar untuk
mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka
memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu
sistem politik yang ideal dan hendak dibangun. Keberhasilan pendidikan
politik antara lain ditentukan oleh adanya  suatu perspektif yang jelas yang
bisa diperoleh melalui dua dimensi, yaitu berupa gambaran jelas tentang
sistem politik ideal yang diinginkan dan realita atau keadaan sebenarnya
dari masyarakat itu sendiri yang langsung bisa diperbandingkan dengan
tuntunan sistem politik ideal.5
Pendidikan politik berkaitan erat dengan sosialisasi politik, hal ini
dikarenakan pendidikan politik dengan sosialisasi politik, hal ini
dikarenakan pendidikan politik dengan sosialisasi politik sama-sama
memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai politik baik
secara sadar atau tidak sadar yang berujung pada sikap mengajak dan
memberikan pengetahuan.
Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman
tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.6 Pendidikan politik sebagai upaya
yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu
5Alfian Alfan. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. op.cit. hlm. 235
6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
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yang sadar mengenai pentingnya ikut dalam kegiatan politik dan
berkepribadian politik, agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung
jawab.
Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis di antara
pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota
masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan
simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik
seperti sekolah, pemerintah dan partai politik, pendidikan politik diberikan
kepada peserta didik dalam rangka untuk memberikan pemahaman,
penghayatan, dan penglaman nilai, norma dan simbol politik yang
dianggap baik dan ideal. Hal ini berarti terjadi interaksi secara langsung
antara pemberi dan penerima pendidikan politik mengenai sistem politik
yang berlaku dalam suatu negara karena dianggap ideal dan baik.7
Pendidikan politik pada hakikatnya merupakan bagian dari
pendidikan orang dewasa, pendidikan semacam ini jelas tidak
menonjolkan proses kultivasi (penanaman nilai yang akan berpengaruh
kepada khayalak) individu sebagai “pribadi terisolasi” dalam ruang hampa
akan tetapi lebih menekankan realisasi diri dan manusia dalam suatu
konteks politik.
Pendidikan politik menurut Ruslan sebagai upaya-upaya yang
dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non
formal. Dimana berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian
7 Surbakti Ramlan. Memahami Ilmu Politik.hlm.150
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politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di
lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan
menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatan warga,
membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan
kultur politik.
Orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada
setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik
dengan segala tingkatan warga negara sehingga menjadi sadar dan
mampu memperoleh sendiri kesadarannya, membentuk dan
menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif dan ikut
memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala
bentuk partisipasi yang memungkinkan dan yang mengantarkan kepada
perubahan menuju ke arah yang lebih baik.8
Pendidikan politik juga bisa diartikan sebagai bentuk pendidikan
internasional dan sistematik untuk mempengaruhi individu. Agar lebih
efektif lagi dan berpartisipasi aktif dalam perjuangan politik, dan memiliki
tanggung jawab ethis yang tinggi dalam setiap kegiatan politiknya. Maka
yang diperlukan bukan hanya melancarkan proses-proses politiknya saja,
akan tetapi ada kegiatan politik warganegara dan pertangggungjawab
politiknya untuk ikut mengatur masyarakat dan negara atau pemerintahan,
menuju kehidupan sejahtera.9
8 Handoyo, Eko, Etika Politik dan Pembangunan. (Semarang:Widya Karya 2010)
9 Sukarno, Bedjo Pendidikan Politik dalam Demokratisasi. Jurnal Ilmiah Widya Wacana. Online.
Diakses pada 21/02/2017
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Jadi, pendidikan politik dimaknai sebagai suatu usaha sadar dan
terencana dari seseorang untuk menyadaarakan dan memberikan
pengetahuan kepada orang lain yang dilakukan secara
berkesinambungan untuk memantapkan orientasinya terhadap politik.
Kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan ini diharapkan para kaum
perempuan mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan
perpolitikan dalam bangsa dan negara sehingga muncullah perempuan-
perempuan yang lebih kompoten memperjuangkan politik bangsa secara
demokratis dan mampu bertanggung jawab secara etis dengan dimilikinya
kesadaran politik tersebut.
2.1.2. Tujuan Pendidikan Politik
Tujuan pendidikan politik menurut Undang-Undang tentang partai
politik menyebutkan bahwa tujuan dari pendidikan politik yang
dilaksanakan partai politik adalah meningkatkan kesadaran hak dan
kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun
karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan
bangsa yang sesuai dengan Pancasila.10
Pendidikan politik bertujuan uuntuk membentuk dan menumbuhkan
kepribadian politik dan kesadaran politik, sebagaimana juga bertujuan
untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi pada individu agar
menjadi partisipasi politik yang positif.
10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
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a. Kepribadian Politik
Kepribadian politik adalah sejumlah orientasi yang terbentuk pada
individu untuk menghadapi dunia politik. Kepribadian politik merupakan
tujuan pokok dari proses pendidikan politik. Karena itu, tidak ada
kesadaran politik tanpa kandungan kepribadian politik, dan bahwa tingkat
partisipasi politik dipengaruhi oleh jenis kultur politik yang membentuk
kepribadian politik.
Kepribadian politik merupakan respon yang dinamis dan
berkesinambungan, biasanya muncul karena ada rangsangan politik.
Karena itu meliputi sejumlah motivasi yang mungkin diuraikan menjadi
sekumpulan nilai-nilai dan kebutuhan, pengetahuan, dan kecerendungan
perilaku. Kepribadian politik terbentuk melalui metode-metode sosialisasi
atau pendidikan politik itu sendiri.
b. Kesadaran Politik.
Menurut Petter kesadaran politik adalah berbagai bentuk pengetahuan,
orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau
dari keterkaitan dengan kekuasaan politik.
Menurut Paulo Fareyeri kesadaran politik adalah pengetahuan yang
kritis pandangan yang benar terhadap realitas, dan pemahaman yang baik
terhadap dimana manusia itu hidup, kemudian berusaha untuk
merubahnya. Kesadaran adalah instrumen kritis yang digunakan oleh
orang-orang tertindas untuk menyingkap hakekat dan mereka yang
menindasnya.
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Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran politik antara lain
adalah jenis kultur politik dimana individu itu tummbuh darinya. Atau
dengan kata lain tabiat kepribadian politik yang tumbuh darinya, wawasan
politik partisipasi menyebabkan orientasi warga terhadap politik bersifat
aktif. Berbagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki individu,
juga tingkat pendidikannya, individu yang lebih banyak mengenyam
pendidikan akan lebih luas wawasan dan pengetahuan politiknya
sehingga membentuk kesadaran politik.
c. Partisipasi Politik
Menurut Maryam Weiner partisipasi politik adalah kegiatan sukarela
yang bertujuan memberikan pengaruh agar memilih pemimpin-pemimpin
politik tingkat lokal maupun nasional.
Partisipasi politik merupakan media fundamental untuk memperdalam
rasa tanggungjawab bagi para penguasa dan rakyat. Partisipasi politik
akan hak dan kewajiban mereka serta memperluas koridor kesadaran
politik melalui berbagai pengalaman dan wawasan politik yang lahir
darinya.
2.1.3. Aspek Pendidikan Politik
a. Aspek Kognitif membangun pengetahuan politik warga negara
Salah satu tujuan pendidikan politik adalah membangun pengetahuan
politik warga negara. Pengetahuan dan pemahaman warga negara
terhadap konsep-konsep politik dasar tertentu menjadi sangat penting
untuk dibangun karena tanpanya kesadaran politik yang kritis tidak
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mungkin  ditumbuhkan padahal, kesadaran politik yang kritis merupakan
syarat penting bagi partisipasi politik warga negara.
b. Aspek Afektif; Membangun Karakter Keberpihakan pada Politik
Kebangsaan.
Pendidikan adalah proses mengenalkan dan menanamkan nilai-
nilai tertentu kepada warga negara. Nilai-nilai itu disampaikan dan
ditanamkan untuk membangun karakter dan keberpihakan warga negara
implementasi nilai-nilai itu dalam kehidupannya sehari-hari baik dalam
kepastian sebagai individu yang bebas otonom, maupun sebagai warga
negara yang bertanggung jawab. Maka dalam pendidikan politik nilai-nilai
yang ditawarkan atau disampaikan adalah nilai-nilai dasar demokrasi yaitu
kebebasan, tanggung jawab, kemandirian mewujudkan diri sendir, hak
untuk menemukan diri sendiri, toleransi, hal ini merupakan nilai-nilai yang
menopang bekerjanya masyarakat atau bangsa yang demokratis.11
c. Aspek Psikomotorik, Membangun Kecakapan Sebagai Warga
Negara.
Unsur dari pendidikan politik warga negara di dalam masyarakat
yang demokratis adalah kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipasi.
Kecakapan intelektual merupakan kecakapan berpikir kritis, merupakan
kecakapan dalam melihat berbagai macam persoalan politk. Pada saat
11 Ibid hlm 84-88
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kampanye maka masyarakat sebagai sarana kampanye akan mempunyai
kemampuan untuk memikirkan isi politk secara kritis.12
2.1.4. Bentuk Pendidikan Politik
Pendidikan politik yang diberikan oleh kaum perempuan di SPPM
dapat dilaksanakan melalui beragam cara ada yang secara langsung
ataupun tidak langsung, media yang digunakan secara langsung misalnya
diskusi terbuka, pelatihan, ataupun kegiatan lain yang dilakukan secara
langsung bertatap muka sedangkan pendidikan politik yang dilaksanakan
secara tidak langsung melalui buletin, majalah, pamflet ataupun
selebaran. Bentuk dan cara untuk mensosialisasikan pendidikan politik
sebagai berikut ;
1)  Pengajaran pendidikan politik yang benar
Pengajaran pendidikan politik yang benar dapat dilakukan oleh
seseorang terhadapan orang lain sehingga akan memperoleh
pengetahuan mengenai politik yang sesungguhnya dan akan
terpengaruh untuk ikut serta berpartisipasi dalam suatu keadaan
politik tertentu
2)  Diskusi
Diskusi dapat dijadikan media para anggota untuk mengetahui
kelemahan dan kelebihan dari pendidikan politik ataupun situasi politik
terkini sehingga dapat menemukan solusi dari setiap permasalahan
yang ada pada lingkungan sekitarnya.
12 Ibid hlm 100
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3)  Pelatihan kepemimpinan
Pelatihan kepada kaum muda untuk dapat menjadi pemimpin yang
mampu bertanggungjawab dan dapat berpikir kritis dalam menghadapi
suatu masalah serta dapat mengeluarkan pendapat secara etis dan
profesional dalam konflik politik yang terjadi.
4)  Pendidikan politik melalui bidang keolahragaan
Olahraga merupakan salah satu cabang kegiatan yang disukai oleh
semua kalangan, karena dengan berolahraga seseorrang akan bebas
mengekspresikan dirinya melalui pertandingan-pertandingan yang
diadakan.
5)  Publikasi dan Komunikasi Massa
Salah satu alternatif metode yang memnungkinkan sikap dan garis
partai dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga peristiwa,
momentum dan informasi yang penting dapat diketahui oleh seluruh
elemen masyarakat.
Pendidikan politik secara umum mempunyai peranan untuk
membentuk pribadi yang mampu bersaing dalam sistem politik secara aktif
dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 melalui lembaga yang formal maupun non
formal. Melalui pendidikan politik orang dapat berusaha melakukan
pembentukan pribadi yang demokratis (Democratisce Persoonvorming).
Disamping usaha demokratisasi sari struktur kemasyarakatan, pendidikan
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politik diharapkan dapat mengubah sikap, yaitu dari apatisme dan pasif
beralih menjadi sikap aktif, penuh inisiatif, maju dan demokratisasi.
2.2 Kelompok Kepentingan
2.2.1 Konsep dan Definisi Kelompok Kepentingan
Kelompok muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran dan
menjalankan beragam fungsi, misalnya sebagai agen pemberdayaan
warga dan juga sebagai penggerak dalam mesin pemerintahan. Terdapat
perselisihan pendapat tentang implikasi-implikasi politik dari politik
kelompok.
Setiap sistem politik, di dalamnya pasti memiliki mekanisme
pembuatan kebijakan publik. Terutama bagi sistem politik yang
memperlihatkan aspek-aspek “keinginan rakyat” maka keberadaan
sebuah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan sesuatu
kepentingan yang khususakan eksis dengan sendirinya. Eksistensinya
bersifat natural, karena kepentingan merupakan bagian dari proses hidup
manusia.
Sebuah kepentingan, berarti minat dan aspirasi individu secara akal
tentang sesuat hal, yang didasari oleh berbagai latar belakang, sosial,
ekonomi, budaya. Secara riil, kepentingan itu sangat banyak jumlahnya.
Contohnya, kepentingan bagi kepentingan hewan dan bagi penyelamatan
lingkungan hidup.13
13 Ranjabar.Pengantar Ilmu Politik (Dari Ilmu Politik Sampai Politik di Era Globalisasi).Jakarta:
Alfabeta.hlm278-279
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Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan suatu
kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar
mendapatkan keputusan yang menguntungkan masyarakat serta,
menghindarkan keputusan yang merugikan. Secara sederhana yang
dimaksud dengan kelompok kepentingan (interents group) ialah sejumlah
orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan atau tujuan,
yang sepakat mengorganisasikan dirinya untuk melindungi dan mencapai
tujuan.
Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik dan kelompok
penekan (pressure group). Kelompok kepentingan, sesuai dengan
namanya memusatkan perhatian pada bagaimana mengartikulasikan
kepentingan tertentu kepada pemerintahan, sehingga pemerintah
menyusun kebijakan yang menampung kebijakan kelompok.
Jadi, kelompok kepentingan lebih berorientasi kepada proses
perumusan kebijakan umum yang dibuat oleh pemerintah. Kelompok
penekan secara sengaja mengelompokkan diri untuk suatu tujuan khusus
setelah itu bubar dan secara khusus pula berusaha mempengaruhi atau
menekan pejabat pemerintah untuk menyetujui tuntutan pemerintah.
Dengan demikian, perbedaannya lebih pada cara dan sasarannya.
Sedangkan perbedaan antara kelompok kepentingan dengan partai
politik ialah, dalam masyarakat begitu banyak kelompok yang memiliki
kepentingan yang berbeda. Fungsi ini dilakukan oleh partai politik. Fungsi
lain yang membedakan partai politik dan kelompok kepentingan terletak
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pada partai politik yang berfungsi untuk mencari dan mempertahankan
kekuasaan melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah sebagai
sarana untuk memperjuangkan alternatif kebijakan umum menjadi
keputusan politik.
2.2.2 . Sifat danTujuan Kelompok Kepentingan
Sifat lembaga ini antara lain sebagai berikut ;
a. Independen : bahwa dalam menjalankan visi, misi, tujuan, program,
sarana dan lain sebagainya dilakukan secara bebas dengan tanpa
ada intervensi pihak lain.
b. Netral : bahwa dalam menjalankan  eksistensinya, tidak tergantung
pihak lain.
c. Krisis: bahwa dalam menjalankan eksistensinya dilakukan
berdasarkan pada data, fakta, dan analisis yang shahih.
d. Mandiri : bahwa dalam menjalankan eksistensinya dilakukan dari,
oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri yang ditujukan bagi
kesejahteraan masyarakat luas.
Tujuan dari pembentukan kelompok kepentingan sebagai berikut ;
a. Untuk melindungi kepentingannya dari adanya dominasi dan
penyelewengan dari pemerintah atau negara.
b. Untuk menjadi wadah dalam pemberdayaan masyarakat dan
kehidupannya.
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c. Untuk menjadi wadah pengawasan dan pengamatan terhadap
pelaksanaan tugas serta fungsi pemerintah dan negara.
d. Untuk menjadi wadah kajian dan analisis bagi aspek-aspek
pembangunan nasional dalam semua bidang kehidupan.
2.2.3. Klasifikasi Kelompok Kepentingan
Gabriel Almond menyebutkan setidaknya ada empat kelompok
kepentingan dalam kehidupan politik, yaitu :
a. Kelompok Anomik :
Kelompok ini terbentuk dalam unsur masyarakat secara spontan
dan hanya seketika, dan tidak memiliki nilai-nilai dan norma yang
mengatur. Kelompok kepentingan ini dapat terjadi secara mendadak dan
tidak bernama. Dan, karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma
yang mengatur, kelompok ini sering tumpang tindih dengan bentuk
partisipasi politik non-konvensional, seperti demonstrasi, kerusuhan, tidak
kekerasan politik, dan seterusnya.
Sehingga, apa yang dianggap sebagai kelompok anomik ini
mungkin saja tidak lebih dari tindakan kelompok-kelompok terorganisasi
yang menggunakan cara-cara non-konvensional atau kekerasan. Aktivitas
pada umumnya berupa aksi-aksi demonstrasi atau aksi-aksi bersama.
Kelompok ini memiliki identitas yang tidak jelas.
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b. Kelompok Non-Assosiasional
Berwujud kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau
etnik, regional, status, dan kelas yang menyatakan kepentingan tidak
secara kontinyu. Jarang terorganisir secara rapi dan kegiatannya bersifat
kadang kala. Kelompok kepentingan ini tidak didirikan secara khusus dan
kegiatannya juga tidak dijalankan secara teratur atau bekesinambungan,
tetapi aktivitasnya hanya kelihatan dari luar apabila masyarakat
memerlukan dan dalam keadaan mendesak.
c. Kelompok Institusional
Kelompok yang bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik
atau sosial lain di samping artikulasi kepentingan. Kelompok kepentingan
tersebut pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia berasal
dari lembaga yang ada, dengan tujuan untuk memperjuangkan
kepentingan-kepentingan orang-orang yang menjadi anggota lembaga
yang dimaksud.
Kelompok ini bisa menyatakan kepentingannya sendiri maupun
mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat.
Jika kelompok institusional ini sangat berpengaruh, biasanya akibat basis
organisasinya yang kuat.
d. Kelompok Assosional
Kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu keompok khusus,
memakai tenaga profesional, dan memiliki prosedur baku untuk
merumuskan kepentingan dan tuntutan. Kelompok kepentingan khusus
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yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu
dari masyarakaat atau dari golongan, namun masih mencakup beberapa
yang luas. Kelompok khusus ini memakai tenaga profesional yang bekerja
penuh dan memiliki prosedur teratur untuk memutuskan kepentingan dan
tuntutan.
Dari hal-hal yang dibahas mengenai kelompok kepentingan, dimana
Sekolah Politik Perempuan Maupe merupakan salah satu kelompok
kepentingan yang tujuan dari pembentukannya ialah menjadi wadah
dalam pemberdayaan masyarakat dan kehidupannya. Maka dari itu untuk
memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Maros
maka terbentulkah SPPM itu sendiri. Dimana juga menurut klasifikasinya
SPPM merupakan kelompok institional dimana SPPM bersifat formal dan
menjalankan nilai-nilai politik yaitu pendidikan politik, pendidikan politik
masih amat diperlukan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesadaran
politik masyarakat.
2.3. Partisipasi Aktif
Untuk mengukur bagaimana peran SPPM di Kabupaten Maros
ditentukan dengan tingginya partisipasi aktif yang terjadi di masyarakat
dalam hal ini kaum perempuan di Kabupaten Maros
2.3.1. Partisipasi Politik
Pengertian partisipasi politik secara umum dapat dikatakan bahwa
partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk
ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan
24
memilih pimpinan negara dan,secara langsung atau tidak langsung,
mempengarugi kebijakan pemerintah (public policy), kegiatan ini
mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum,
menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau
lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi
anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya,
dan sebagainya. tidak hanya kegiatan yang dilakukan oleh pelakunya
sendiri yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan
pemerintah.14
Kategori partisipasi politik menurut Milbrath dan Goel, dibedakan
menjadi empat kategori, yaitu :15
a.  Apatis adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari
proses politik yang sering disebut sebagai golongan putih atau golput.
b. Spektator adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih
dalam pemilihan umum.
c. Gladiator adalah mereka yang secara aktif terlibat dalam proses
politik, seperti pemegang jabatan politik atau pejabat partai, menjadi
kandidat untuk sebuah jabatan, menjadi aktivis partai, pekerja
kampanye dan aktivis masyarakat.
14 Budiarjo Miriam Budiarjo, op cit, hal. 367
15 Handoyo, Eko, Etika Politik dan Pembangunan
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d. Pengkritik adalah berupa partisipasi yang tidak konvensional. Kelompok
ini berada diluar pemerintahan, yang perannya adalah memberikan
kritik terhadap pemerintah yang berkuasa.
Pola partisipasi politik ditunjukan melalui kadar tinggi rendahnya
kesadaran politik dan kepercayaan politik, pada dasarnya ditentukan oleh
setidak-tidaknya tiga faktor utama, yaitu tingkat pendidikan, tingkat
kehidupan ekonomi, dan sistem.16 Faktor yang mempengaruhi partisipasi
politik seseorang tersebut sangat kompleks karena seseorang yang
mempunyai pendidikan rendah akan berpikir apatis dan tidak berpikir ke
depan yang penting kebutuhannya tercukupi dan sistem yang terbuka
sangat berpengaruh pada partisipasi seseorang karena hal tersebut tidak
berbelit-belit.
Partisipasi politik menurut Surbakti ialah kegiatan warga negara
biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan
kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah.
Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, melaksanakan
keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu
kebijakan umum, mengajukan alternatif pemimpin dan memilih wakil
rakyat dalam pemilihan umum. Melalui pemilihan umum seseorang dapat
berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara
16 Kamaruddin. Partai Politik Islam di Pentas Reformasi. hlm 95
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yang baik untuk memilih wakil rakyat yang mampu menyalurkan
aspirasinya.17
Kajian penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu bentuk partisipasi
aktif individu, dalam hal ini adalah perempuan sebagai fokus
penelitiannya, mengenai keikutsertaan perempuan di SPPM.
2.3.2. Teori Partisipasi Politik
Faulks dalam Handoyo 18 mengemukakan tiga teori partisipasi
politik yaitu teoro elitisme demokratis, teori pilihan rasional dan teori
pasrtisipasi demokrasi. Teori elitisme demokratis dengan teori pilihan
rasional merupakn teori partisipasi kaum instrumentalis, karena partisipasi
politik dijadikan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih penting,
sedangkan teori partisipasi demokrasi memandang keterlibatan politik
bersifat developmental, artinya partisipasi lebih dari sekedar seni
pemerintahan, tetapi ia memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menyatukan
masyarakat sipil dan mengedukasikan warga negara tentang seni
pemerintahan.
Teori partisipasi demokrasi yang mempunyai peranan penting
dalam aktivitas seseorang, karena teori ini berkeyakinan bahwa aktivisme
politik tidak hanya memberikan keuntungan bagi partisipan, tetapi juga
menjadi landasan yang lebih pokok bagi stabilitas pokok yang diusahakan
para elit politik.
17 Surbakti Ramlan. Memahami Ilmu Politik, op.cit, hlm. 151
18 Handoyo, Eko, Etika Politik dan Pembangunan.
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2.3.3. Indikator Partisipasi Politik Aktif
Indikator yang mendasari tingkat partisipasi politik masyarakat
adalah tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Partisipasi secara aktif dapat
dilakukan dengan  kegiatan yang tidak banyak menyita wakktu misalnya
memberikan suara dalam pemilihan umum,  sedangkan partisipasi politik
aktif secara penuh yaitu ikut serta dalam kegiatan politik misalnya menjadi
pimpinan partai, ataupun kader dalam partai politik.
Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Rush dan Althof, sebagai
berikut ; (1) menduduki jabatan politik atau administratif, (2) mencari
jabatan politik atau administratif, (3) keanggotaan aktif suatu organisasi
politik, (4) keanggotaan pasif suatu organisasi politik, (5) keanggotaan
aktif suatu organisasi semu politik (quasi political), (6) keanggotaan pasif
suatu organisasi semu politik (quasi political). (7) partisipasi dalam rapat
umum, demonstrasi dan sebagainya, (8) partisipasi dalam diskusi politik
informal minat umum dalam politik, (9) voting (pemberian suara), (10)
apathis total.19
Bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut merupakan tingkatan dari
bentuk partisipasi paling terendah hingga puncak partisipasi seseorang
yaitu dengan menduduki jabatan politik atau administratif, partisipasi
seseorang dalam kegiatan politik tidak harus melewati seluruh tingkatan
partisipasi tersebut karena partisipasi seseorang tidak dapat dipaksakan
oleh apapun karena kita menganut asas demokrasi, jadi seseorang dapat
19 Althoff, Michael Rush. Pengantar Sosiologi Politik. hlm 124
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bebas memilih kegiatan atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan
politik.
Partisipasi aktif (berbuat nyata) mempunyai pengaruh dan
kekuatan, sebab bisa ikut pula dalam pengawasan aktivitas mengatur
masyarakat dan negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut dapat
dijadikan sebagai indikator peran SPPM sebagai wadah untuk mendorong
partisipasi politik perempuan di Kabupaten Maros.
Tujuan partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, kegiatannya harus
ditujukan dan mempunyai dampak terhadap pusat-pusat dimana
keputusan itu diambil. Menganalisis tingkat partisipasi seseorang kita perlu
membedakan dua sub dimensi (a) lingkup, atau proporsi dari suatu
kategori penduduk yang diberi definisi, yang melibatkan diri dalam
kegiatan partisipasi yang khusus, dan (b) intensitas, atau ukuran,
lamanya, dan artinya penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik.
Suatu negara tertentu, sebagian besar penduduknya mungkin ikut dalam
pemilihan, suatu perbuatan dengan intensitas kecil, sebagian lagi yang
lebih kecil, sebagian lagi yang lebih sedikit jumlahnya mungkin
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kampanye, dan sebagian yang
lebih sedikit lagi jumlahnya mungkin memainkan peranan yang terus
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menerus secara individual dan melalui organisasi-organisasi dalam upaya
untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah.20
2.4. Konsep Kesetaraan Gender
Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Jadi,
kesetaraan juga dapat disebut kesederajatan. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), sederajat artinya sama tingkatan (kedudukan,
pangkat). Dengan demikian, kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan
adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi
atau tidak lebih rendah antara satu sama lain.
Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai mahkluk
Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau
kedudukan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua
manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang
sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding
makhluk lain.
Dihadapan Tuhan, semua manusia adalah sama derajat,
kedudukan, atau tingkatannya. Yang membedakan nantinya adalah
tingkat ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan. Persamaan atau
tingkatan manusia ini berimplikasi pada adanya pengakuan akan
kesetaraan atau kesederajatan manusia. Jadi, kesetaraan atau
kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan
manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan
20 Huntington S & John Nelson. Partisipasi Politik di Negara Berkembang (Rienka Cipta : Jakarta
1994)  hlm 16
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derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama
manusia. Implikasi selanjutnya adalah perlunya jaminan akan hak-hak itu
agar setiap manusia bisa merealisasikan serta perlunya merumuskan
sejumlah kewajiban-kewajiban agar semua bisa melaksanakan agar
tercipta tertib kehidupan.
Berkaitan dengan dua konsep di atas, maka dalam keragaman
diperlukan adanya kesetaraan atau kesederajatan. Artinya, meskipun
individu maupun masyarakat adalah beragam dan berbeda-beda, tetapi
mereka memiliki dan diakui akan kedudukan, hak-hak dan kewajiban yang
sama sebagai sesama baik dalam kehidupan pribadi maupun
kemasyarakatan. Terlebih lagi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, jaminan atau kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dari
berbagai ragam masyarakat di dalamnya amat diperlukan.
Gender merupakan sekumpulan arti sosial yang diletakan pada
kategori-kategori sifat laki-laki dan sifat perempuan. Cara lain untuk
mengkonseptualisasikan gender adalah memikirkannya sebagai suatu
skala sebutan yang bergerak dari maskulinitas ke feminitas. Gender juga
mengekspresikan dampak-dampak dari hubungan antara perempuan dan
laki-laki.21
Istilah gender dalam khasanah ilmu-ilmu sosial diperkenalkan untuk
mengacu pada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki
tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis. Jadi bila
21Joni Lovenduski. Politik Berparas Perempuan. (Yogyakarta. 2005) Hal 47
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dimaknai lebih dalam bahwa rumusan gender merujuk pada perbedaan-
perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang merupakan konstruksi
dan terbentuknya masyarakat secara sosial, ekonomi dan politik.22
Istilah gender sendiri digunakan pertama kali pada tahun 1890
guna menunjukkan suatu kepercayaan terhadap kesamaan dalam konteks
seksual dan komitmen untuk menghapuskan dominasi dalam masyarakat,
dimana perempuan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan laki- laki.
Dominasi ini mengakibatkan adanya kesenjangan terhadap peran
perempuan dan laki-laki, serta diskriminasi pada hak-hak tertentu.23
Pengungkapan masalah kaum perempuan dengan menggunakan
analisis gender sering mendapat perlawanan (resistance) baik dari
kalangan kaum laki-laki maupun kalangan perempuan sendiri. Analisis
gender sering ditolak oleh orang-orang yang melakukan kritik terhadap
sistem sosial yang dominan seperti kapitalis. Penyebabnya adalah
sebagai berikut:
1. Mempertanyakan status kaum perempuan pada dasarnya adalah
mempersoalkan system dan struktur yang telah mapan, bahkan
menggoncang struktur dan system status quo ketidakadilan
tertuang dalam masyarakat.
2. Banyak terjadi kesalahpahaman tentang mengapa masalah kaum
perempuan harus dipertanyakan. Kesulitan lain dengan mendiskusikan
22Leo Agustino, Politik Ilmu Politik: sebuah bahasan memahami ilmu politik, (Yogyakarta:
2007),hal.227
23Santi Rosita Dewi, Tinjauan Representasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014,
http://www,akademia.edu/Perempuan/Representasi Perempuan dalam Politik di Indonesia.html
diakses pada 3 April 2017 pukul 20.23 WITA
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soal gender pada dasarnya berarti membahas hubungan kekuasaan yang
sifatnya sangat pribadi.
Berdasarkan perspektif gender, perbedaan peran antara laki-laki dan
perempuan berakar pada ideologi gender. Ideologi gender adalah segala
aturan, stereotipe yang mengatur hubungan antara laki-laki dan
perempuan yang paling awal melalui pembentukan identitas maskulin dan
feminim. Gender adalah perbedaan peran, perilaku, tingkah laki-laki dan
perempuan oleh budaya masyarakat melalui interpretasi terhadap
perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Jadi gender tidak diperoleh
sejak lahir tetapi dikenal melalui proses belajar (sosialisasi) dari masa
anak-anak hingga dewasa.24
Diyakini bahwa secara biologis laki-laki dan perempuan itu
berbeda maka peran keduanya juga harus berbeda. Ideologi gender
menyebabkan adanya pemilahan jenis pekerjaan. Kesetaraan dan
keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial
perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi
ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan
laki-laki. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah:
1. Akses, yaitu kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki
pada sumber daya pembangunan.
2. Partisipasi, perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama
dalam proses pengambilan keputusan.
24Harmona Daulay, Perempuan Dalam Kemelut Gender, (Medan: 2007), hal.4
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3. Kontrol, perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang
sama pada sumber daya pembangunan.
4. Manfaat, pembangunan harus mempunyai manfaat yang sama
bagi perempuan dan laki-laki.
Pemaknaan kesetaraan gender dalam pengertian yang umum
tersebut berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran
yang setara. Orang harus mengakui bahwa laki-laki dan perempuan
mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, politik,
dan budaya. Keduanya memiliki hak yang setara dalam tanggung jawab
sebagaimana dalam hal kebebasan. Kesetaraan gender merupakan
penilaian yang sama yang diberikan masyarakat atas kesamaan dan
perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan atas berbagai peran yang
keduanya lakukan. Mansour Fakih mengatakan: “dominasi laki-laki dalam
struktur partai politik, semakin memberikan peluang yang besar kepada
laki-laki untuk menciptakan tatanan politik yang bias gender, karena
dominasi satu jenis seringkali melahirkan hegemoni dan kebijakan yang
bias atas jenis lainnya.”25
Konsep kesetaraan gender ini memang merupakan suatu
konsep yang sangat rumit dan mengundang kontroversi. Hingga saat ini
belum ada konsensus mengenai pengertian dari kesetaraan antara laki-
laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa kesetaraan yang
dimaksud adalah persamaan hak dan kewajiban, yang tentunya masih
25Jurnal Perempuan Vol. 17 No. 4, Desember 2012, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta
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belum jelas. Kemudian ada pula yang mengartikannya dengan konsep
mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, yang juga masih belum
jelas artinya. Sering juga diartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan
memiliki hak yang sama dalam melakukan aktualisasi diri, namun harus
sesuai dengan kodratnya masing-masing.
Pemerintah negara ini tampaknya paling rajin meretifikasi konvensi-
konvensi internasional yang memberikan dasar kuat untuk membangun
kebijakan Undang-Undang yang berkenaan pembangunan kesetaraan
gender. Pada 1984, Indonesia meratifikikasi Konvensi PBB untuk
penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan (CEDAW)
dan kemudian konvensi No. 100 Organisasi Buruh Indonesia (ILO) yang
mengisyaratkan pembayaran yang sama untuk pekerjaan sama. Pada
februari 2000, Indonesia menjadi Negara Asia Tenggara pertama yang
menandatangani protokol konvensi PBB untuk penghapusan segala
bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Itu prestasi yang luar biasa,
tetapi sayang sekali, peratifikasian itu tidak disambung langsung dengan
aksi sehingga ratifikasi itu tetap merupakan ratifikasi. Gender dalam
diskursus saat ini mengacu pada konstruksi sosial yang cukup rumit
tentang identitas laki-laki dan perempuan.
Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana semua manusia
(baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan
personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh
stereotype, peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa
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perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab
dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan
sebagai laki-laki atau perempuan. Kesetaraan gender adalah tidak adanya
diskriminasi berdasarkan jenis kelamin seseorang dalam memperoleh
kesempatan dan alokasi sumber daya, manfaat atau dalam mengakses
pelayanan.
Berbeda halnya dengan keadilan gender merupakan keadilan
pendistribusian manfaat dan tanggung jawab perempuan dan lakilaki.
Konsep yang mengenali adanya perbedaan kebutuhan dan kekuasaan
antara perempuan dan laki-laki, yang harus diidentifikasi dan diatasi
dengan cara memperbaiki ketidakseimbangan antara jenis kelamin.
Masalah gender muncul bila ditemukan perbedaan hak, peran dan
tanggung jawab karena adanya nilai-nilai sosial budaya yang tidak
menguntungkan salah satu jenis kelamin (lazimnya perempuan).
Untuk itu perlu dilakukan rekontruksi sosial sehingga nilai-nilai
sosial budaya yang tidak menguntungkan tersebut dapat dihilangkan.
Sehingga masalah kesehatan reproduksi yang erat kaitannya dengan
ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dapat dihindari, khususnya
kematian ibu dan anak yang masih tinggi di Indonesia.
2.5. Kerangka Berpikir
Kenyataan bahwa peran perempuan belum diakui oleh banyak
pihak, selama ini benteng-benteng tradisi, sosial, budaya, politik, masih
menempatkan perempuan sebagai kelas dua, sebagai pelengkap belaka
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di forum-forum atau program-program pembangunan daerah. SPPM
memilih perempuan sebagai fokusnya karena perempuan yang paling
rentan terdiskriminasi dalam perhelatan pesta demokrasi, baik dalam
pemilihan Presiden hingga kepala desa sekalipun. Lembaga Maupe yang
membawahi SPPM melihat aspek ini sebagai simpul perjuangan
pergerakan dalam melaksanakan pendidikan politik, dalam proses
pelaksanaan pendidikan politik tentu menghasilkan fungsi yaitu partisipasi
politik. Tetapi, pada kenyataan pelaksanaan pendidikan politik dan hasil
dari proses pendidikan politik itu sendiri yaitu partisipasi politik tentu
mempunyai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses
tersebut.
Maka dari itu, SPPM dalam melaksanakan pendidikan politik
berupaya menghasilkan fungsi yaitu partisipasi politik pesertanya. Disertai















Pada Bab metode penelitian, penulis akan menjelaskan metode
yang digunakan dalam mengkaji masalah penelitian. Dengan
menggunakan enam aspek yakni tipe dan dasar penelitian, kemudian
lokasi dan waktu penelitian, lalu  fokus penelitian dan sumber data, teknik
pengumpulan data, serta teknik analisis data.
3.1. Tipe dan Dasar Penelitian
Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif yang berupaya untuk
menggambarkan, menjabarkan, mengungkapkan, menjelaskan
bagaimana peran sekolah politik perempuan (SPPM) dalam meningkatkan
partisipasi politik perempuan yang rendah. Tipe penilitan yang bersifat
deskriptif diharapkan mampu menggambarkan, menjabarkan respon dari
beberapa unsur masyarakat di Kabupaten Maros sehingga diperoleh data
yang akurat.
3.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, karena
merupakan tempat dibentuknya Sekolah Politik Perempuan Maupe. Maka
dari itu, Kabupaten Maros merupakan tempat dilaksanakannya penelitian.
3.3. Jenis Data
Adapun sumber data yang dingunakan dalam penelitian ini, yaitu:
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3.3.1. Data primer
Data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan teknik
wawancara langsung. Untuk memperoleh pendapat atau opini tentang
peran SPPM dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di
Kabupaten Maros. Penulis terlibat langsung mengumpulkan data, seperti,
rekaman hasil wawancara, serta foto kegiatan selama di lapangan.
3.3.2. DataSekunder
Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi
kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur terkait serta dokumen
ataupun arsip yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan politik yang
dilaksanakan SPPM Kabupaten Maros.
3.4. Penentuan Informan
3.4.1.  Informan
Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-
benar tahu, dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dalam
masalah penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka
peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam
hal ini sampling dijaring informasi sebanyak mungkin dari berbagai
sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk menggali informasi
yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.
3.4.2. Teknik Penentuan Informan
Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini
berdasarkan pada ases subjek yang menguasai permasalahan, memiliki
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data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan
yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi
syarat, yang akan menjadi informan narasumber (key informan) dalam
penelitian ini adalah pengurus dan peserta dari SPPM, serta pihak lain
yang ikut terlibat. Seperti kepala desa tempat SPPM dilaksanakan dan
juga partai dan pejabat publik guna melihat bagaimana peran SPPM di
Kabupaten Maros.
3.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian
ini meliputi interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan
dokumen atau arsip yang  berkaitan dengan SPPM.
3.5.1. Wawancara(Interview)
Wawancara yang dilakukan peneliti, dilaksanakan dengan bertatap
muka secara langsung dengan informan. Menggunakan pedoman
wawancara sehingga hal-hal yang kurang jelas dapat dijelaskan secara
tertulis. Serta jawaban yang secara lisan yang diberikan informan kepada
peneliti ditulis oleh peneliti dengan rinci sambil memperdalam jawaban
yang telah diberikan oleh informan. Para informan yang akan di
wawancara yaitu :
a. Pendiri Sekolah Politik Perempuan Maupe/Fasilitator (Andi
Nur Imran)
b. Direktur Sekolah Politik Perempuan Maupe/Fasilitator (Hj
Agusnawati, S.Tp., M.Hum)
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c. Kepala Sekolah Politik Perempuan Maupe. (Meilani)
d. Pengurus/Fielf Officer SPPM (Bagus, Uming Hasen)
e. Siswi dari Sekolah Politik perempuan Maupe.
f. Alumni dari Sekolah Politik Perempuan Maupe.
g. Badan Perwakilan Desa (Desa Damai)
h. Sekretariat Bidang Pemberdayaan Perempuan PKS (Riska)
i. Pengurus dari partai politik PAN/Anggota Legislatif PAN
(Fitriani)
3.5.2. Observasi
Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung atau ikut
serta  melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh sumber data sehingga
data yang diperoleh lebih lengkap. Dengan mengikuti kegiatan sehari-hari
yang dilaksanakan oleh informan. Observasi terus terang atau tersamar
adalah observasi yang dilakukan peneliti secara terus terang dan
menyatakan kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian
sehingga sumber data mengetahui proses penelitian sejak awal hingga
akhir.
3.5.3. Studi Pustaka dan Dokumen
Apabila dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis
menggunakan dokumen–dokumen berbentuk gambar dan tulisan untuk
melengkapi data–data pada penelitian ini. Melampirkan foto, gambar,
peraturan, kebijakan dan catatan kehidupan untuk melengkapi bukti pada
penelitian sehingga dapat menunjang data primer yang telah ada.
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3.6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis
data kualitatif. Dimana data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan
kualitatif model interaktif atau model sajian terjalin. Model analisa data
kualitatif ini terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi data.
Reduksi data merupakan proses mengeliminasi data-data yang
kurang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar hasil
penelitian lebih terfokus dan memiliki batasan yang jelas. Proses ini akan
dilakukan sejak awal penelitian ketika data sudah didapatkan hingga hasil
penelitian telah terakumulasi secara total.
Selanjutnya setelah data diorganisasikan, kemudian disajikan
dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat
dilakukan. Dimana narasi yang disusun dengan pertimbangan
permasalahannya dilakukan menggunakan logika peneliti. Di dalamnya
meliputi narasi kalimat, skema, jaringan kerja maupun tabel pendukung
jika diperlukan. Pada tahap penyajian data penulis akan pengelompokan
data berdasarkan kelompok informan, sehingga diketahui beberapa
informasi dari informan berdasarkan pokok masalah dan sumber
(informan).
Data yang telah terkumpul, selanjutnya penulis dapat menarik
kesimpulan akhir. Penarikan kesimpulan dan verifikasi ini dilakukan
dengan aktivitas pengulangan (review) dengan tujuan untuk pemantapan
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data, kemudian penelusuran data kembali secara cepat untuk meninjau
kemungkinan adanya akibat kedua yang timbul pada saat penelitian.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Gambaran umum lokasi penelitian diharapkan mampu menjelaskan
serta memberikan gambaran tentang objek penelitian. Maka, dalam bab IV
ini, penulis menguraikan beberapa hal yang dianggap relevan dengan
proses penelitian tentang gambaran umum dan lokasi penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut yang akan diuraikan dalam
bab ini antara lain:
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Maros
Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan
yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu.Kemudian berganti nama menjadi
Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat
nama lain didaerah ini, yaitu Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga
nama tersebut sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang
kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.
Kabupaten Maros terdiri dari 14 Kecamatan yaitu kecamatan
Bontoa, Lau, Camba, Maros Baru, Marusu, Bantimurung, Mandai,
Simbang, Tompobulu, Turikale, Tanralili, Moncongloe, Cenrana, Mallawa.
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Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Maros
4.1.1. Keadaan Penduduk
Penduduk di Kabupaten Maros berdasarkan sensus penduduk
tahun 2011 berjumlah 319.002 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan
dangan jumlah penduduk terbesar yakni 41.294 jiwa yang mendiami
Kecamatan Turikale.
Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin
perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis laki-laki, hal ini
tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100. Namun
di Kecamatan Mandai dan Kecamatan Tanralili, rasio jenis kelamin Laki-
Laki lebih besar dari 100, hal ini menunjukan jumlah penduduk di dua
kecamatan tersebut lebih besar dari penduduk perempuan. Berikut adalah
tabel jumlah penduduk yang penulis berhasil dapatkan :
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Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk Tahun 2011-2014
Tahun 2011 2012 2013 2014
Jumlah Pria (Jiwa) 145.832 147.210 155.965 157.534
Jumlah
Perempuan (Jiwa)
157.379 159.477 163.037 164.678
Total 303.211 306.687 319.002 322.212
Pertumbuhan
Penduduk %




- 189 - -
Sumber : BPS Kabupaten Maros dikelolah Penulis Tahun 2017
Tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi ditemukan di Kecamatan
Turikale 1.380 jiwa/km², sedangkan yang terendah di Kecamatan Mallawa,
45 jiwa/km² .
4.1.2. Pemerintahan
Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, jumlah
Kecamatan di Kabupaten Maros tidak mengalami Perubahan karena
pemekaran. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Maros sebanyak 14 yang
terdiri dari 80 Desa dan 23 Kelurahan(103 Desa/ Kelurahan). Dari 14
kecamatan tersebut terdapat 89 lingkungan dan 320 dusun.
Menurut klasifikasi desa/kelurahan, masih terdapat 22
desa/kelurahan swadaya dan 22 desa/kelurahan swakarya, sedangkan
sisanya sebanyak 59 yang sudah swasembada. Terdapat 35 orang
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anggota DPRD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang
terdiri dari 29 laki-laki dan 6 perempuan.
4.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Maros
Visi :
Mewujudkan masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman melalui
pemerintahan yang bersih dan profesional.
Misi :
1) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan
mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul perekonomian;
2) Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dan investasi melalui
penciptaan iklim usaha yang kondusif;
3) Penataan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan;
5) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi
masyarakat;
6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
7) Meningkatkan pembinaan keagamaan;
8) Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan;
9) Meningkatkan Pembinaan Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya;
10) Meningkatkan daya dukung Lingkungan hidup.
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4.2. Gambaran Umum Sekolah Politik Perempuan Maupe
Sekolah Politik Perempuan Maupe berawal dari kerjasama lembaga
maupe dengan Tifa Foundation. Lembaga tersebut merupakan lembaga
nirlaba yang fokus pada gerakan pemberdayaan perempuan. Melihat
banyaknya permasalahan yang terkait minimnya partisipasi perempuan
didalam ranah politik. Lembaga Maupe mendirikan SPPM guna
memberikan pendidikan politik kepada perempuan di Kabupaten Maros
yang menurut pengamatan masih sangat rendah.
SPPM yang berdiri pada tahun 2012 pada program awalnya
menyasar desa-desa yang tingkat partisipasi perempuannya masih kurang
menurut data KPU tahun 2009 dimana angka pemilih perempuan masih
sangat minim. Di hari pertama kelahirannya, SPPM menghadirkan peserta
kelas dari berbagai forum desa. Para peserta akan berselancar dalam
ragam materi seperti politik dan demokrasi, public speaking, gender,
analisis sosial, legislasi daerah, kepemimpinan dan kefasilitatoran.
Dari waktu ke waktu , ragam pengalaman dan pengetahuan peserta
bertambah. Mereka bersekolah, berpraktik dan melebur dalam realitas
sosial, menjadi proses pilihan selama pelaksanaan pendidikan politik
SPPM.
Pada tahun 2013 SPPM menunjukan keberhasilannya dengan
terbukti meningkatnya partisipasi politik perempuan di Kabupaten Maros
menurut angka KPU  dibandingkan pada tahun 2009.
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SPPM dengan program pendidikan politik yang diberikan terus
berusaha untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten
Maros. SPPM hingga saat ini telah melahirkan ratusan alumni yang
kemudian menjadi kader-kader/agen-agen perubahan bagi lingkungan
sekitarnya.
Para alumni dari SPPM setelah melaksanakan pendidikan politik
sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh SPPM dilengkapi dengan
sertifikat sebagai pembuktian telah mengikuti program tersebut. Alumni-
alumni juga berperan aktif dalam forum-forum politik yang ada.
4.2.1. Letak dan Gambaran SPPM Kabupaten Maros
Sekolah Politik Perempuan Maupe atau SPPM memiliki kantor di
JL. Damai No.1 Dusun Bulu-Bulu Desa Ma’rumpa Kecamatan Marusu
Kabupaten Maros, kantor tersebut digunakan apabila ada acara mengenai
SPPM dan sebagai kantor administrasi.
Sedangkan SPPM dalam melaksanakan program pendidikan
politiknya fokus pada 4 Kecamatan Mandai, Marusu, Maros baru, dan
Tanralili dimana dalam kegiatannya melakukan di Kelurahan dan Desa
yang menurut data statistik partisipasi politik perempuannya kurang.
Kelurahan dan Desa tersebut antara lain; Kelurahan Mandai, Kelurahan
Baji Pamai, Desa Majannang, Desa Kurusumange, Desa Lekopaccing,
Desa Damai, Desa Marumpa, Desa Temappadue, Desa Bonto Matene,
Desa Nisombalia.
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4.2.2. Susunan Pengurus SPPM Periode 2015-2018
Direktur : Hj Agusnawati S.Tp
Kepala Sekolah : Melani
Divisi-divisi :
1. Divisi Kurikulum : Sri Marlina
2. Divisi Kesiswaan : Fatimah
3. Divisi Umum : Hasnah Dg. Bulang
4. Divisi Administrasi : Karsi
5. Divisi Hub. Luar : Marlina Sikki
6. Divisi Perlengkapan : Kasmawati




B. Nama-nama Ketua Forum Alumni SPPM pada 10 Desa Dampingan :
1. Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai : Sonnywati
2. Kelurahan Baji Pa’mai Kecamatan Maros Baru : Jamilah
3. Desa Majannang Kecamatan Maros Baru : Mardiah
4. Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili : Eka Susanti
5. Desa Damai Kecamatan Tanralili : St. Aisyah
6. Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili : Salma
7. Desa Marumpa Kecamatan Marusu : Asriani
8. Desa Temmappuadae Kecamatan Marusu : Rahmatia
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9. Desa Bonto Matene Kecamatan Marusu : Sulfiani
10. Desa Nisombalia Kecamatan Marusu : Kasmawati
C. Nama-nama Fasilitator SPPM Lanjutan :
1. Jumardi Lanta : Advokasi
2. A. Tenri Pada : Gender dan HAP
3. Melani : Politik dan Demokrasi
4. Kamaruddin Aziz : Analisis Sosial dan Kepemimpinan
5. Lory Hendrajaya : Public Speaking dan Legislasi Daerah
6. Muh Tang Abdullah : Kepemimpinan dan Legislasi Daerah
7. Andi Nur Imran : Politik dan Demokrasi, Analisis Sosial.
8. Agusnawati : Legislasi Daerah, Politik & Demokrasi.
D. Nama-nama Fasilitator SPPM Dasar/Desa :
1. Kelurahan Mandai, terdiri dari :
a. Sonnywati : Gender dan HAP
b. Sukmawati : Public Speaking
c. Sri Marlina : Politik dan Demokrasi
2. Kelurahan Baji Pamai
a. Marlina : Gender dan HAP
b. Diana : Politik dan Demokrasi
c. Jamilah : Public Speaking
3. Desa Majannang
a. Mardiah : Gender dan HAP
b. Asmawati : Politik dan Demokrasi
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c. Radiah Awaliah : Public Speaking
4. Desa Kurusumange
a. Salma Patu : Gender dan HAP
b. Sri : Politik dan Demokrasi
c. A. Kasmaniar : Public Speaking
5. Desa Lekopancing
a. Rosdiana : Gender dan HAP
b. Juhariah Jafar : Politik dan Demokrasi
c. Nurhayati : Public Speaking
6. Desa Damai
a. St. Aisyah : Gender dan HAP
b. Syarifah : Politik dan Demokrasi
c. Nurhayati : Public Speaking
7. Desa Marumpa
a. Ismi : Gender dan HAP
b. Rosmayanti : Politik dan Demokrasi
c. Fatimah : Public Speaking
8. Desa Temappaduae
a. Sri Muliati : Gender dan HAP
b. Sari Mulya : Politik dan Demokrasi
c. Hadewiah : Public Speaking
9. Desa Bonto Matene
a. Bungadiah : Gender dan HAP
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b. Nurlinda : Politik dan Demokrasi
c. Rugaiyah : Public Speaking
10. Desa Nisombalia
a. Asriani : Gender dan HAP
b. Yunita : Politik dan Demokrasi
c. Saharia : Public Speaking
E. Nama-nama Alumni SPPM yang terlibat dalam Politik/Pemerintahan :
Calon legislatif perempuan : Haeriah, Agusnawati, Mardiah
Komisi Pemilihan Umum : Meilani, Sri Marlins, Nurdiana
Panitia Pengawas Pilkada : Salma Patu, Aisyah Tola
Sekretarit DPRD : Hasnah dg Bulang
SKPD Inspektorat : Mirna, Yusri
Pengawas  PKH                         : Yunita, Ruqayyah, Rosmayani, Diana,
Sri Marlina, Salwiah, Marlina
4.2.3. VISI dan Misi SPPM  Kabupaten Maros
Visi : Terdepan dalam Mendorong Perempuan yang Cerdas, Berdaya
dan Berdaulat.
Misi :
1. Meningkatkan Kapasitas perempuan melalui peningkatan
pengetahuan perempuan(Knowlogde), sikap(atitude) dan
keterampilan(Skill).
2. Memberikan pencerdasan politik kepada perempuan di Kabupaten
Maros.
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3. Mencetak kader-kader pemimpin politik di Kabupaten Maros.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran SPPM  yang
berkualitas
Tujuan:
1. Mencetak kader perempuan berkualitas yang akan  me njadi   agen
of change di kabupaten Maros.
2. Menjadikan perempuan sebagai aktor politik yang akan
memberikan kontribusi dalam kebijakan yang berpihak pada
kepentingan perempuan.
3. Mencetak pendidik dan kader yang akan memberikan pendidikan
perempuan untuk masyarakat sekitar.
4. Mencetak perempuan mandiri dan kritis dalam politik.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1. Pendidikan Politik yang Dilaksanakan SPPM Kabupaten Maros
Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman
tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.26 Pendidikan politik sebagai upaya
yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu
yang sadar mengenai pentingnya ikut dalam kegiatan politik dan
berkepribadian politik, agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung
jawab.
Perkembangan zaman yang diikuti dengan semakin matangnya
demokrasi. Membuat perempuan dan laki-laki dalam sebuah ajang politik
memiliki kedudukan yang sama. Akan tetapi, pemahaman masyarakat
umum di Indonesia yang telah membudaya tentang kodrat perempuan.
Membuat minimnya tingkat partisipasi politik perempuan saat ini. Saat
demokrasi memberikan kesempatan yang luas kepada kaum perempuan
didalam meningkatkan partisipasinya di dalam politik.
Ide mengenai Sekolah politik perempuan maupe di Kabupaten
Maros lahir dari kerisauan seorang perempuan muda bernama
Agusnawati. Dimana perempuan dapat maju, mandiri, sejahtera dan
berdaulat. Hal tersebut yang mendorong sehingga lahirnya sekolah politik
26 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
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perempuan maupe di Kabupaten Maros ini. Dengan adanya sekolah
politik perempuan, membuat perempuan yang selama ini kaum yang di
minoritaskan di dalam politik bisa mengaspirasikan apa yang menjadi
kegundahannya. Hal ini sesuai dengan pengakuan Agusnawati selaku
Direktur SPPM Maros:
“Saat itu kami sedang bermimpi untuk mewujudkan suatu tatanan
dimana perempuan dapat maju, mandiri, sejahtera dan berdaulat. Ini
merupakan mimpi besar saya sebab, kita tahu selama ini benteng-
benteng tradisi, sosial, budaya, politik, terutama di Maros, masih
menempatkan perempuan sebagai kelas dua, sebagai pelengkap
belaka di forum-forum atau program-program pembangunan
daerah.”27
Berdasarkan gambaran diatas, dimana sosok Agusnawati
terdorong untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Karena
melihat selama ini perempuan khususnya di Kabupaten Maros masih takut
untuk berpartisipasi di dalam sebuah ajang politik. Maka melalui sekolah
politik tersebut perempuan di Kabupaten Maros bisa terwujud kesetaraan
dan keadilan gender di dalam segala aspek khususya politik yang selama
ini masih sangat minim.
Sekolah politik perempuan maupe (SPPM) ini hadir dengan
formulasi kurikulum pendidikan politik sppm dasar. Dimana dilaksanakan
di tingkat desa dengan topik ajaran gender dan hak asasi perempuan,
politik dan demokrasi. Dengan formulasi kurikulum tersebut di harapkan
masyarakat bisa sadar dengan kondisi yang perempuan saat ini.
27 Wawancara pada tanggal 6 Maret  2017 pukul 10:00 WITA
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SPPM dalam melaksanakan pendidikan politik juga menggunakan
tiga aspek pendidikan politik dalam mengukur efektifitas SPPM dalam
melaksanakan pendidikan politik, seperti yang diuraikan oleh Meilani
selaku kepala sekolah SPPM, beliau berkata:
“Dalam menyusun materi kami berusaha untuk mengoptimalkan 3
aspek pada pendidikan yaitu aspek kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Guna tercapainya dari apa yang ingin kami
harapkan”28
Dalam melaksanakan pendidikan politik SPPM menggunakan tiga
aspek dalam pendidikan politik guna menjalankaan misi dari SPPM itu
sendiri. Pencapaian dari kurikulum tersebut diharapkan bisa
mengentaskan kurangnya tingkat partisipasi politik perempuan yang ada
di Kabupaten Maros yang masih bersifat apatis.
Adapun aspek pertama dalam pendidikan politik yang dilaksanakan
oleh SPPM, ialah aspek kognitif dalam pendidikan politik bertujuan untuk
membangun pengetahuan politik warga negara terhadap konsep-konsep
dasar politik tertentu. Hal ini tentu sangat penting untuk dibangun karena
dengan ini kesadaran politik yang kritis akan terbangun sebagai salah satu
syarat penting bagi partisipasi politik yang otonom.
Keberhasilan SPPM dalam menjalankan aspek kognitif dalam
pendidikan politik sesuai dengan uraian Ibu Martini, selaku salah satu dari
peserta SPPM, ia berkata:
28 Wawancara pada 6 Maret pukul 13:00 WITA
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“Awalnya saya ikut ini tidak terlalu perhatian sama masalah politik.
Sampai saya golput, karena tidak adaji yang saya dapat juga.
Apalagi ikut itu musrembang buang waktu mending saya jaga
warung dapat uang daripada ikut musrembangdes. Tugasnya laki-
laki untuk hal yang begituan. Semenjak saya ikut di dalam SPPM
untuk pertama kalinya saya ikut proses musrembang pada bulan
februari 2013 kami ikut menyampaikan gagasan.”29
Uraian pernyataan ibu Martini kesadaran akan partisipasi politik di
dalam politik dinilai awalnya masih apatis. Ibu Martini salah satu
reperesentatif perempuan yang ada di Kabupaten Maros yang
memposisikan dirinya bahwa perempuan itu tak perlu paham akan politik.
SPPM hadir di tengah tengah masalah sosial dan politik perempuan di
Maros untuk memberi kontruksi pemahaman kepada peserta didiknya
bahwa perempuan harus paham akan politik karena derajat perempuan
dalam sistem politik itu sama apalagi dalam undang undang pemilu yang
mengharuskan kuota 30% di parlemen.
Penyerapan peserta didik terhadap kurikulum SPPM dinilai cukup
berhasil. Salah satu contohnya yakni ibu Martini, sudah memiliki
kesadaran akan perannya di dalam ranah politik atau lebih kritis melihat
fenomena-fenomena sosial politik yang ada di sekitarnya. Karena Ibu
Martini sudah ikut dalam kegiatan dan ikut dalam pemilihan politik, hal itu
membuktikan bahwa Ibu Marrtini telah membangun kesadaran politik.
Keberhasilan SPPM dalam memberikan rasa sadar akan
pentingnya seorang perempuan di dalam sebuah politik. Hal tersebut tidak
terlepas dari peran orang-orang yang peduli akan posisi perempuan yang
29 Wawancara pada tanggal 10 Maret 2017 Pukul 12:00 WITA
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selama ini termarginalkan. Maka usaha yang dilakukan oleh pihak
tersebut melalui lembaga Maupe dengan menyadarkan akan nilai-nilai
demokrasi.
Nilai-nilai demokrasi tersebut dimana peran perempuan memiliki
kedudukan sama di dalam berbagai kondisi sosial maupun politik. Hal ini
serupa dengan yang diuraikan oleh Andi Nur Imran selaku  salah satu
pendiri SPPM:
“Kiprah maupe dan pendidikan politik perempuan di Maros selama
tiga tahun terakhir adalah inspirasi bagi siapapun, terutama kaum
perempuan. Kita yang menyadari kian beratnya tantangan yang
dihadapi kaum perempuan dari tahun ke tahun tentu membutuhkan
penanganan, sentuhan dan atensi yang sungguh-sungguh. Bukan
hanya sebagai individu yang tahu, sadar, berempati tetapi berperan
serta mendorong upaya perubahan kolektif yang setara dan adil
sebagai satu kesatuan sistem sosial dan politik.”30
Uraian diatas mengambarkan jika kesadaran masyarakat tentang
bagaimana bisa merasakan persamaan hak di dalam sistem sosial dan
politik sudah terlaksana di Kabupaten Maros. Hal tersebut tidak terlepas
peran dari SPPM melalui kurikulum yang diajarkan kepada siswi-siswi
tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Berdasarkan konsep pendidikan politik,  yang menekankan pada
aspek apektif dimana proses mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai
tertentu pada seorang warga negara. Nilai-nilai politik yang disampaikan
dalam pendidikan politik ini adalah nilai yang mengandung unsur
30 Wawancara pada tanggal 06 Maret 2017 Pukul 11:20 WITA
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demokrasi. Hal ini tergambarkan melalui uraian Sitti Aisyah Warga Dusun
Billa’:
“Kini bisami saya menyampaikan aspirasi politik. Sudah bebas.
dengan ikut di kelas politik ini saya paham hak dan kewajiban
politik. Apa itu keadilan gender, bahwa tugas pokok harus dibagi,
dirumah atau dimanapun. Setelah saya ikut di pendidikan politik
SPPM dimana terdapat pendidikan sebaya dan pendampingan
oleh yayasan Maupe, kami tak lagi didapur, sumur, kasur saja.
Saya kini sudah rela meninggalkan keluarga demi kepentingan
perempuan. Buktinya saya disini, saya bilang ke suami masak
sendiri saja. ”31
Hal tersebut mengambarkan keberhasil SPPM di dalam membina
peserta tersebut. Pemahaman bahwa perempuan hanya dapur, sumur
dan kasur yang telah lama membudaya di dalam pikiran sitty Aisyah
membuktikan jika perempuan di Maros merasa kaum yang marjinal.
Keberhasilan SPPM untuk merubah pemahaman perempuan
tersebut menjadi lebih baik sehingga berani meyampaikan aspirasinya
begitupun dengan haknya sebagai seorang perempuan di dalam sebuah
kondisi sosial dan politik. Nilai demokrasi yang di tanamkan oleh maupe
terhadap siswa tersebut berjalan. Sehingga sudah terbukti dengan apa
yang telah di uraikan oleh Sity Aisyah jika semua orang berhak di dalam
mengaspirasikan hak politiknya begitupun di dalam kesadaran akan
kesetaraan gender.
Hal semacam itu merupakan sebuah keberhasil yang telah di
bangun oleh SPPM. Nilai-nilai demokrasi mengajarkan tentang persamaan
hak di dalam kondisi sosial maupun politik terlaksana sesuai dengan apa
31 Wawancara pada tanggal 10 Maret  2017 pukul 12: 30 WITA
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yang menjadi tujuan dari SPPM. Dengan sadarnya akan posisi serta
kesetaraannya di dalam politik menimbulkan dampak positif. Melahirkan
partisipasi politik yang aktif khususnya dari kaum yang selama ini
termarjinalkan oleh masyarakat pada khususnya di Kabupaten Maros.
Keberhasilan yang telah dicapai tersebut seharusnya menjadi
contoh daerah lain yang masih memiliki pandangan sama terhadap
perempuan. Sehingga partisipasi politik yang aktif perempuan tersebut
tidak hanya terjadi di Kabupaten Maros akan tetapi daerah-daerah
lainnya.
Perempuan yang telah sadar akan kondisi sosial dan politik yang
kurang merespon baik terhadap kehadiran perempuan. Hal tersebut yang
menjadi pendorong semakin baiknya kualitas dari alumni SPPM menjawab
tantangan tersebut. Kesadaran politik yang terbangun tersebut melahirkan
sebuah pemahaman kritis tentang apa yang seharusnya terjadi dan apa
yang seharusnya kita penuhi. Sehingga berpikir kritis menambah nilai dari
adanya sekolah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diuraikan
oleh Saparuddin selaku Badan Perwakilan Desa Damai:
“Saya khawatir ini akan mengganti peran BPD (sambil Tertawa),
Khawatir mereka akan jadi kepala desa. Peran perempuan
semakin positif, di musrembangdes, mereka sudah ikut sampaikan
pikirannya, saat ada musyawarah dengan proyek lain, juga ikut
berbagai informasi. Perempuan yang maju cara berpikirnya
sehingga antara laki-laki dan perempuan sudah setara dalam
menyampaikan hasil pikirannya sehingga bisa bekerjasama.”32
Hal yang sama di sampaikan oleh Agusnawati bahwa :
32 Wawancara pada tanggal 11 Maret 2017 Pukul 10:20 WITA
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“Ada road show rombongan pentas seni petta puang ke 3
kecamatan. Materinya adalah pemetasan seni bertajuk syiar
pemilih kritis perempuan untuk pemilukada 2013. Acara ini diselingi
orasi pencerahan dari tokoh-tokoh perempuan, diakhiri dengan
distribusi media informasi dan edukasi (KIE) isinya tentang urgensi
politik dan apa yang harus dilakukan demi pemilukada yang
demokratis.”33
Berdasarkan uraian diatas dimana perempuan yang telah ikut
andil di dalam sekolah politik perempuan maupe di di dalam mengkritisi
kondisi sosial maupun politik sudah terjadi. Berdasarkan konsep
pendidikan politik yang menekankan pada aspek psikomotorik dimana
pendidikan politik mencakup kecakapan-kecakapan warga negara yang
meliputi kecakapan intelektual (kecakapan berfikir kritis) dan partisipasi
yang terkait.
Dari penekanan konsep tersebut SPPM Maros menuai keberhasil.
Terbukti dari apa yang telah di utarakan oleh Saparuddin dimana sudah
berani mengeluarkan pendapatnya di musrembangdes. Begitupun dari
SPPM yang cenderung lebih vocal di bandingkan dengan perempuan
yang tidak ikut di dalam sekolah politik lebih memilih tinggal di rumah.
Contohnya terkait pemilihan. Sebagai perempuan yang telah
mendapatkan ilmu dari SPPM. Setiap orang memiliki hak di dalam
menentukan pilihannya masing-masing begitupun pada perempuan. Hal
tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Hasnah warga Desa Damai:
“Setiap ada pemilihan, kami selalu 1 kata untuk satu orang. Sebab
diintervensi oleh orang tua.  Tapi kini, dirumah kami sudah bukan
lagi hanya 1 pilihan karena sudah memiliki pandangan masing-
33 Wawancara pada tanggal 6 Maret  2017 pukul 10:13 WITA
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masing calon yang dipilih. Saya Tanya orang tua jika masing-
masing orang pandangan yang berbeda akan pilihannya.”34
Dari uraian diatas dimana kebanyakan perempuan di Maros masih
dipengaruhi oleh orang tua dalam hal memilih calon. Hal tersebut
membuktikan bahwa kurang pahamnya seorang perempuan akan haknya
masing-masing. Sehingga hanya mengikuti apa yang dipilih orang tua.
Setelah Lembaga Maupe melaksanakan SPPM. Perempuan yang
dahulu masih di pengaruhi oleh orang tua dalam memilih sudah berpikir
kritis tentang pilihannya sendiri. Hal tersebut tidak terlepas dari
keberhasilan Lembaga Maupe melalui sebuah sekolah politik. Dimana
perempuan di tuntut agar lebih kritis dan vocal di dalam menentukan
pilihan maupun berdampak terhadap pemikirannya yang kritis. Sehingga
menimbulkan partisipasi aktif dari perempuan
Salah satu bentuk kiritisnya yakni tidak lagi di intervensi di dalam
memilih pasangan calon oleh orang tuanya. Hal tersebut merupakan salah
satu bentuk keberhasil dari SPPM terhadap pemahaman tentang
pentingnya berpikir kritis bagi seorang perempuan. Karena selama ini
perempuan di pandang hanya kaum marjinal. Sehingga terbangun
presepsi jika akan sangat mudah di mobilisasi. Begitupun terhadap
perempuan sendiri merasa jika di tidak pantas untuk ikut campur dalam
mengkritisi kondisi sosial dan politik.
Berdasarkan pikiran kritis yang di miliki oleh siswi SPPM tersebut
berdampak pada semakin aktifnya partisipasi politik perempuan di dalam
34 Wawancara pada tanggal 11 Maret 2017 Pukul 09:32 WITA
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meningkatkan peran perempuan dalam politik. Hal tersebut yang masih
sulit di lakukan di masyarakat yang masih memiliki pemahaman yang
marginal tentang perempuan.
Dari aspek pendidikan politik tersebut dimana keberhasilan SPPM
di dalam memberikan pemahaman sehingga memberikan dampak positif
terhadap masyarakat. Khususnya perempuan yang selama ini
termarjinalkan oleh masyarakat. Hal tersebut menuai keberhasil
bagaiamana perempuan yang dulunya pasif setelah mengikuti SPPM
telah berubah menjadi partisipasi aktif di dalam sebuah ajang-ajang sosial
maupun politik. Terbukti dengan perannya di dalam merumuskan sebuah
musrembangdes dan juga terkait hak-haknya sebagai politik yang sudah
berani dia suarakan.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, efektivitas
SPPM di Kabupaten Maros. Melalui beberapa aspek pendidikan politik
seperti apektif, kognitif dan psikomotorik tersebut. Dimana target yang
ingin dicapai SPPM berjalan sesuai dengan target yang ingin dihasilkan.
Segala upaya yang telah dilakukan SPPM dengan berbagai bentuk dan
cara, agar bagaimana partisipasi politik perempuan semakin positif
arahnya. Dalam hal ini pula akan diuraikan mengenai bagaimana
perempuan-perempuan yang pernah terlibat dalam SPPM, sesuai dengan
misi pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pollitik perempuan di
Kabupaten Maros. Sebagai berikut;
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5.1.1. Partisipasi Politik Perempuan Setelah Mengikuti Pendidikan
Politik
Partisipasi Politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok
orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Lembaga Maupe
dengan program Sekolah Politik Perempuan Maupe (SPPM) berusaha
untuk mendorong penguatan partisipasi politik perempuan di Kabupaten
Maros dengan melakukan pendidikan politik. Perkembangan zaman yang
diikuti dengan semakin matangnya demokrasi, membuat perempuan dan
laki-laki dalam sebuah ajang politik memiliki posisi yang sama. Akan
tetapi, pemahaman masyarakat di Indonesia yang telah membudaya
tentang kaum perempuan. Membuat minimnya partisipasi politik
perempuan saat ini, di saat demokrasi memberikan kesempatan yang
luas kepada kaum perempuan didalam meningkatkan partisipasinya di
dalam politik.
Kehadiran SPPM di Kabupaten Maros bertujuan untuk
meningkatkan indeks partisipasi politik. Dimana pada data KPU tahun
2009 partisipasi politik perempuan dalam hal pemilu 45,5 persen atau
lebih kecil dari partisipasi perempuan sebanyak 53,9 persen. Padahal
jumlah pemilih perempuan ada 53,1 persen lebih besar dari jumlah
pemilih laki-laki 46,9 persen. 35 Berangkat dari hal ini lembaga Maupe
membentuk SPPM dengan tujuan meningkatkan indeks partisipasi politik
perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Agusnawati, beliau
berkata:
35 Muh Tang Abdullah, Perempuan Berdaulat ala Maros hlm.8 (data KPU tahun 2010)
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“Saat itu kami sedang bermimpi untuk mewujudkan suatu tatanan
dimana perempuan dapat maju, mandiri, sejahtera dan berdaulat. Ini
merupakan mimpi besar saya sebab, kita tahu selama ini benteng-
benteng tradisi, sosial, budaya, politik, terutama di Maros, masih
menempatkan perempuan sebagai kelas dua, sebagai pelengkap
belaka di forum-forum atau program-program pembangunan
daerah.”36
Berdasarkan gambaran diatas, dimana sosok Agusnawati yang
merupakan direktur sekaligus salah satu pendiri dari SPPM terdorong
untuk meningkatkan partisipasi pollitik perempuan. Karena melihat
selama ini perempuan di Kabupaten Maros masih enggan untuk
berpartisipasi dalam setiap ajang politik. Maka melalui sekolah politik
tersebut perempuan di Kabupaten Maros diharapkan untuk bisa terwujud
kesetaraan dan keadilan gender di dalam segala aspek khususnya dalam
hal politik yang masih sangat minim.
Seiring dengan berjalannya program SPPM dalam pendidikan
politik yang bermula pada tahun 2012 hingga kini, SPPM yang berusaha
mendorong partisipasi politik perempuan di Kabupaten Maros semaksimal
mungkin, sudah mulai menuai keberhasilan. Adapun keberhasilan
tersebut akan diukur dengan bagaimana peserta dari SPPM tersebut
menjalankan bentuk-bentuk partisipasi politik yang ada. Adapun indikator-
indikator partisipasi politik menurut Rush dan Althof; (1) menduduki
jabatan politik atau administratif, (2) mencari jabatan politik atau
administratif, (3) keanggotaan aktif suatu organisasi politik, (4)
keanggotaan pasif suatu organisasi politik, (5) keanggotaan aktif suatu
36 Wawancara pada tanggal 6 Maret 2017 Pukul 10:00 WITA
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organisasi semu politik (quasi political), (6) keanggotaan pasif suatu
organisasi semu politik (quasi political). (7) partisipasi dalam rapat umum,
demonstrasi dan sebagainya, (8) partisipasi dalam diskusi politik informal
minat umum dalam politik, (9) voting (pemberian suara), (10) apathi
total.37
SPPM  yang telah hadir sejak tahun 2012 bersama dengan
lembaga Maupe telah memberikan warna tersendiri dalam mendorong
partisipasi politik perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan pada tahun
2013 pada saat momentum pemilihan gubernur di Sulawesi-Selatan,
dimana partisipasi politik perempuan di Kabupaten Maros mengalami
peningkatan yaitu 53,77 persen untuk pemilih perempuan dan 46,23
persen untuk pemilih laki-laki. 38 Pemilih perempuan meningkat
dibandingkan pada pemilu tahun 2009. Dan SPPM meyakini bahwa hal
tersebut merupakan hasil dari apa yang mereka upayakan, sesuai dengan
pernyataan Andi Nur Imran, selaku pendiri dan pembimbing SPPM, beliau
berkata;
“Meningkatnya pemilih perempuan tahun 2013 dibandingkan tahun
2009 kami percaya bahwa hal tersebut merupakan kerja keras dari
kami. Karna pada kami mulai menjalankan program pendidikan
politik, kami ambil data di KPU mengenai desa-desa mana saja
yang pemilih perempuannya rendah, dari situ kami mendirikan
posko-posko di desa-desa tersebut, guna memberi pendidikan dan
terbukti desa-desa yang kami terjun kedalamnya, angka pemilih
perempuannya meningkat”39
37 Althoff, Michael Rush. 1990. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT Rajawali. hlm 124
38 Data KPU 2013, sumber KPU Kabupaten Maros
39 Wawancara pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 09:15 WITA
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Andi Nur Imran yakin, dengan meningkatnya angka pemilih
perempuan pada ajang pemilihan gubernur Sulawesi-Selatan  merupakan
hasil dari program pendidikan yang dilaksanakan oleh SPPM dengan
melihat data-data yang ada. Beliau percaya karena mereka (SPPM)
‘bergerak’ dan mengupayakan peningkatan tersebut maka tentu ada hasil
yang mereka akan capai. Dimana pada rentang waktu 2012-2013, secara
rinci dan konsisten, Maupe memfasilitasi penguatan kapasitas perempuan
dalam politik.
Keberhasilan SPPM dalam mendorong partisipasi politik
perempuan dalam memilih pada perhelatan pemilihan gubernur,
dibenarkan oleh Hasnah yang merupakan peserta kegiatan SPPM dari
tahun 2012-2013, ia berkata;
“Dulu kalau memilih saya berpikir, ada uang ada suara. Tapi saya
ikut programnya ini Maupe tidakmi lagi, jikapun saya ambil belum
tentu saya kasih suara atau pilih saya juga tanya begitu sama
tetangga-tetanggaku jangan mau dibeli suaranya haruski memilih
untuk kebaikanta semua kedepannya, jangan golput karena itu hal
yang sia-sia”40
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu alumni SPPM
Hal ini merupakan salah satu pilar demokrasi yang sedang diperjuangkan
di Kabupaten Maros Hasnah Dg Bulang memotivasi kaum perempuan
setempat untuk memahami kenpa harus memilih, untuk apa mereka
memilih dan apa yang didapatkan dari pillihan tersebut. Dengan apa yang
dilakukan oleh Hasna tersebut dapat dikatakan bahwa SPPM yang
berupaya menumbuhkan minat perempuan dalam memilih secara cerdas
40 Wawancara pada tanggal 11 Maret 2017 Pukul 09:32 WITA
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dapat dikatakan berhasil. Dimana alumninya tumbuh kesadaran untuk
memilih dan mengajak orang sekitarnya untuk melakukan hal yang
serupa.
Partisipasi politik yang dicapai setelah pendidikan politik selain dari
meningkatnya angka voting perempuan ialah partisipasi dalam rapat
umum, demonstrasi dan lainnya dan juga partisipasi dalam diskusi politik
informal minat umum dalam politik. Hal ini tergambarkan melalui uraian
Sitti Aisyah warga Dusun Billa’ sekaligus siswa dari SPPM:
“Kini bisami saya menyampaikan aspirasi politik. Sudah bebas.
dengan ikut di kelas politik ini saya paham hak dan kewajiban
politik. Apa itu keadilan gender, bahwa tugas pokok harus dibagi,
dirumah atau dimanapun. Setelah saya ikut di pendidikan politik
SPPM dimana terdapat pendidikan sebaya dan pendampingan
oleh yayasan Maupe, kami tak lagi didapur, sumur, kasur saja.
Saya kini sudah rela meninggalkan keluarga demi kepentingan
perempuan. Buktinya saya disini, saya bilang ke suami masak
sendiri saja.”41
Hal tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan SPPM dalam
membentuk mindset perempuan mengenai kesetaraan gender dimana
salah satu wujud dalam kesetaraan gender adalah partisipasi, perempuan
dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan
keputusan. Selain itu, Sitty Aisyah merupakan salah satu contoh peserta
perempuan SPPM yang berpartisipasi dalam diskusi politik informal dan
memiliki minat dalam politik sehingga ia berhasil menarik diri dari
belenggu bahwa perempuan adalah kaum dibelakang layar. Artinya
SPPM berhasil mendorong partisipasi perempuan dalam diskusi politik
41 Wawancara pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 12:30 WITA
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informal dan berhasil menumbuhkan minat umum berpolitik dalam tubuh
pesertanya.
Perempuan yang telah sadar akan kondisi sosial dan politik yang
kurang merespon baik terhadap kehadiran perempuan. Hal tersebut yang
menjadi pendorong bagi peserta SPPM untuk terus memperbaiki
kualitasnya, menjawab tantangan tersebut. Kesadaran politik yang
terbangun tersebut melahirkan sebuah pemahaman kritis tentang apa
yang seharusnya terjadi dan apa yang seharusnya kita penuhi. Salah satu
hal tersebut ialah berpartisipasi dalam rapat umum, seperti yang
disampaikan oleh Saparuddin selaku Badan Perwakilan Desa Damai:
“Saya khawatir ini akan mengganti peran BPD (sambil Tertawa),
Khawatir mereka akan jadi kepala desa. Peran perempuan
semakin positif, di musrembangdes, mereka sudah ikut sampaikan
pikirannya, saat ada musyawarah dengan proyek lain, juga ikut
berbagai informasi. Perempuan yang maju cara berpikirnya
sehingga antara laki-laki dan perempuan sudah setara dalam
menyampaikan hasil pikirannya sehingga bisa bekerjasama.”42
Berdasarkan uraian pernyataan Saparuddin membuktikan bahwa
perempuan di desa Damai yang merupakan salah satu tempat SPPM
melaksanakan programnya sudah maju, mereka telah terlibat dalam rapat
umum yang diadakan oleh desa dan berani mengajukan pendapatnya.
Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Martini selaku alumni SPPM, ia
berkata:
“Awalnya saya ikut ini tidak terlalu perhatian sama masalah politik.
Sampai saya golput, karena tidak adaji yang saya dapat juga.
Apalagi ikut itu musrembang buang waktu mending saya jaga
warung dapat uang daripada ikut musrembangdes. Tugasnya laki-
42 Wawancara pada tanggal 11 Maret 2017 pukul 10:00 WITA
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laki untuk hal yang begituan. Semenjak saya ikut di dalam SPPM
untuk pertamakalinya saya ikut proses musrembang pada bulan
februari 2013 kami ikut menyampaikan gagasan.”43
Pernyataan ibu Martini juga diperkuat dengan pernyataan
Kasmawati selaku peserta SPPM, ia berkata:
“Setelah mengikuti SPPM, kami kini paham apa hubungan isu
gender dan HAP, termasuk tak canggung lagi bicara di depan
kelompok-kelompok di desa, termasuk ikut dalam
musrembangdes”44
Berdasarkan pernyataan Ibu Martini dan Kasmawati awalnya ia
memiliki partisipasi politik yang sangat rendah, SPPM dengan misi
pendidikan politiknya berhasil mendorong Ibu Martini untuk ikut serta
dalam kegiatan politik contohnya musrembang, karena dengan mengikuti
kegiatan tersebut segala aspirasi termasuk mengusulkan sesuatu untuk
desa dapat tersampaikan dan hal itu membuktikan bahwa semakin
aktifnya perempuan di dalam meningkatkan perannya didalam politik.
Adapun indikator-indikator lain dalam melihat bagaimana
partisipasi politik yang aktif yaitu dengan menduduki jabatan politik atau
administratif dan mencari jabatan politik atau administratif. Indikator
partisipasi politik perempuan peserta SPPM dengan mengacu pada hal
tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Ibu Agusnawati, beliau
berkata:
“Ada 4 anggota SPPM yang jadi calon anggota dewan, tapi cuma 1
yang terpilih, ada beberapa yang jadi anggota kpu, kerja di statistik,
skpd inspektorat, pkh, panwas, sekretariat dprd dan rata-rata
43 Wawancara pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 12:00 WITA
44 Wawancara pada tanggal 10 Maret 2017 PUKUL 13:00 WITA
72
alumni atau peserta disini jadi perangkat di kantor desanya masing-
masing”45
Dari uraian yang disampaikan oleh Ibu Agusnawati bahwa
peserta/alumni dari SPPM banyak menduduki atau mencari jabatan politik
ataupun administratif baik di tingkat desa ataupun Kabupaten Maros itu
sendiri. Hal ini membuktikan bahwa anggota dari SPPM sudah berupaya
penuh untuk ikut serta dalam kegiatan politik.
Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan Sitty Aisyah:
“Banyak memang teman-teman disini yang kerja KPU, rata-rata
juga jadi perangkat desa karena dia sampaikan aspirasi-aspirasi
dari orang sekitarnya di desa, malah biasa kalau tidak diresponki di
desa langsung ke Kabupaten uruski.”46
Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa para anggota dari
SPPM telah berperan aktif dalam kegiatan partisipasi politik yaitu dengan
menduduki jabatan politik atau administratif. Selain itu, mereka
menyampaikan aspirasi dan gagasan mengenai hal yang dianggap perlu.
Ikut serta dalam SPPM juga dirasakan dampaknya oleh Mardiah,
yang merupakan alumni dari SPPM, yang dipinang oleh salah satu partai
untuk ikut serta dalam pemilihan calon legislatif. Ia mengatakan;
“Dulu saya diminta untuk jadi caleg oleh salah satu partai, awalnya
saya tidak mau tapi teman-teman di SPPM mendorong, walaupun
tidak terpilih tapi saya bangga sudah menjadi salah satu perwakilan
perempuan dalam pemilihan caleg.”47
Keberanian diri yang telah dilakukan oleh Mardiah tersebut berkat
dorongan dari para anggota dari SPPM, agar segala bentuk dari
45 Wawancara pada tanggal 13 Juli 2017 pukul 17:00 WITA
46 Wawancara pad tanggal 10 Maret 2017 pukul 15:00 WITA
47 Wawancara pada tanggal 10 Maret 2017 Pukul 12:09 WITA
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pendidikan politik yang selama ini telah diikuti dapat diaplikasikan,
walaupun beliau tidak terpilih tetapi setidaknya beliau telah membuktikan
diri bahwa telah memberanikan diri berperan aktif dalam partisipasi politik
dan ini juga merupakan salah satu keberhasilan SPPM dalam
melaksanakan pendidikan politik.
Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
partisipasi politik perempuan SPPM setelah mengikuti pendidikan politk,
dengan melihat indikator-indikator partisipasi politik aktif  yang ada
berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh SPPM itu sendiri yaitu
mendorong partisipasi aktif bagi perempuan.
Sehingga semakin aktifnya perempuan di dalam menjalankan
aktifitas politif menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan SPPM dalam
menyampaikan pendidikan politik kepada perempuan tentang pentingnya
berpartisipasi aktif didalam politik. Dari uraian tersebut SPPM dikatakan
berhasil membangkitkan semangat perempuan untuk berpartisipasi aktif
di dalam ranah sosial dan politik dimana angka partisipasi di dalam setiap
pesta demokrasi diadakan angka partisipasi perempuan meningkat
begitupun dengan alumni SPPM yang mulai berani mencalonkan diri.
5.2. Faktor Pendukung dan Penghambat SPPM dalam Melaksanakan
Pendidikan Politik
Keberhasilan SPPM di dalam meningkatkan partisipasi politik di
Kabupaten Maros melalui pendidikan politik tidak terlepas dari semangat
yang dimiliki oleh para penggagas sekolah politik perempuan. Semakin
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aktifnya perempuan di Kabupaten Maros di dalam beberapa hal yang
berkaitan dengan hal sosial maupun politik tidak semata-mata lahir
dengan mudah. Berbagai kendala telah di hadapi oleh para pendiri
sekolah politik perempuan tersebut.
SPPM dalam melaksanakan pendidikan politik memiliki faktor
pendukung internal dan external begitupun dengan faktor penghambat
terlaksananya pendidikan politik.
Berbagai usaha telah di lakukan oleh SPPM untuk sampai ke
tahapan ini. Perempuan di Kabupaten Maros yang menjadi tujuan sekolah
politik ini terbentuk pada awalnya banyak yang tidak paham perannya
yang sangat penting di dalam melahirkan sebuah kebijakan. Sehingga
hambatan awal yang dihadapi oleh SPPM yakni mendapatkan
kepercayaan dari perempuan itu sendiri. Sesuai dengan hasil wawancara
dengan Syarifah yang juga merupakan siswa dari SPPM:
“Banyak perempuan di desa ini mengaku buat apa ikut
pelatihan atau pendidikan sebaya yang difasilitasi oleh Hasnah
deng Bulang itu buang waktu saja.”48
Dari uraian tersebut dimana masih banyak perempuan yang berada
di desa-desa di Kabupaten Maros tidak sadar akan pentingnya partisipasi
politik perempuan. Sehingga tidak tertarik untuk mengikuti  program yang
di jalankan oleh SPPM sendiri. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri
bagi perempuan yang telah mengikuti SPPM untuk memberikan
48Wawancara pada tanggal 07 Maret 2017 Pukul 10:20 WITA
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penjelasan ke perempuan desa tentang pentingnya hal tersebut. Sesuai
dengan hasil wawancara dengan Aisyah perempuan Desa Damai:
“Ada ibu-ibu tanya kami, mengapa kerap pulang magrib bahkan
hingga malam. Sampai tidak menyiapkan makanan untuk
suaminya. Tapi saya jelaskan secara rinci mengenai apa saja
yang saya peroleh selama menjadi bagian dari program Maupe
dan Yayasan Tifa.”49
Dari uraian tersebut dimana hambatan yang di dapatkan
perempuan sendiri untuk mengikuti program ini berasal dari perempuan
lainnya.  Kondisi perempuan di Maros yang telah memiliki pemahaman
yang tradisional tentang posisi seorang perempuan justru menjadi
tantangan bagi perempuan yang telah mengikuti SPPM tersebut.
Sehingga dengan mengikuti program tersebut, perempuan tersebut bisa
memberikan penjelasan terhadap perempuan lainnya tentang
pentingnnya partisipasi poltik perempuan.
Perempuan yang aktif di dalam SPPM ini tidak terlepas dari adanya
kebebasan yang diberikan oleh suami untuk mengikuti program ini.
Meyakinkan seorang suami untuk memberikan kesempatan kepada
perempuan tersebut tidak terlepas dari usaha pelaku keigatan ini yang
sadar pentingnya peran perempuan. Sesuai dengan hasil wawancara
dengan Andi Nur Imran yang merupakan fasilitator SPPM:
“saya dekati suaminya dulu, meyakinkan mereka bahwa kegiatan
ini sangat penting karena ini untuk masa depan mereka juga. Untuk
bisa saling bantu dan berbagain peran.”50
49Wawancara pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 08:25 WITA
50Wawancara pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 09:12 WITA
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Dari uraian tersebut dimana peran dari seorang Andi Nur Imran di
dalam mensukseskan program ini sangat baik. Dimana usaha yang
dilakukannya tersebut membuahkan hasil yang positif. Dimana sesuai dari
penuturan Uming Haseng yang juga merupakan pengurus dari SPPM:
“Sejauh ini perempuan tidak ikut berpartisipasi, diundang pun
tidak datang, sekarang sudah sebaliknya. Mereka semakin
semangat. Menurut  data setempat tentang pemilih di
Nismobalia, pemilih perempuan itu 1.362 dalam DPT, 1339.
Laki-laki yang ikut memilih di pilgub sebanyak 1.071 orang
sedangkan perempuan sebesar 1.102 orang.”51
Kesuksesan meningkatkan partisapasi politik perempuan di dalam
sebuah ajang politik tersebut tidak terlepas dari peran aktor yang sangat
perhatian dengan kondisi perempuan di desa di Kabupaten Maros yang
pasif.
Hambatan utama yang dihadapi perempuan yang telah berkeluarga
yaitu suaminya dan anaknya. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman
para suami yang  hanya tentang kasur, dapur, kasur. Hal inilah yang
diusahakan oleh Ani Nur Imran agar bagaimana dengan memberikan
pemahaman kepada suami. Sehingga dengan adanya pemahaman yang
telah diberikan membuat para suami mendorong istrinya untuk mengikuti
program tersebut. Hasil yang di peroleh dari usaha syamsir tersebut tidak
sia-sia terbukti dengan meningkatnya partisipasi perempuan di dalam
sebuah mengikuti sekolah politik perempun tersebut. Sesuai dengan
wawancara dengan salma peserta SPPM:
51 Wawancara pada tanggal 11 Maret 2017 pukul 12:09 WITA
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“Memang pertama-tama suami larang. Tetapi semakin dia lihat
manfaat yang saya dapat, selama mengikuti program SPPM.
Maka suami saya mulai membebaskan untuk mengikuti kegiatan
yang diadakan oleh Maupe. Akan tetapi saya juga selaku
perempuan harus paham dengan tugas sebagai seorang
perempuan.”52
Perempuan yang dulunya bersifat pasif terhadap politik itu semakin
mengarah ke arah yang positif. Terbukti dengan partisipasi yang lebih
tinggi mengikuti kegiatan yang diadakan oleh SPPM. Beigtupun pada saat
melaksanakan pemilihan gubernur. Setelah suami memberikan
kesempatan untuk ikut dalam program SPPM tersebut terdapat kendala
lain. Hal lain yang dimaksud yakni keberadaan anak –anak balita. Hal
tersebut sesuai dengan penuturan Bagus selaku Fielf Officer SPPM:
“Tidak sedikit ibu-ibu membawa balita ke kelas meski harus di
bawa dari jauh. Kelas yang riuh harus dikelola dengan bijak.
Meskipun begitiu animo dari ibu-ibu tersebut sangat tinggi.”53
Sebagai seorang perempuan yang telah berkeluarga keberadaan
balita merupakan hal biasa. Namun keberadaan balita tersebut di dalam
mengikut SPPM ditanggapi dengan bijak oleh pengurus.  Meskipun telah
memiliki anak namun semangat yang di miliki perempuan tersebut sangat
tinggi untuk mengikuti program sekolah politik tersebut.
Untuk menarik animo perempuan untuk berpartisipasi di dalam
sekolah politik. Dibuatlah materi-materi pembelajaran yang membuat
perempuan paham akan posisi dirinya di dalam kondisi sosial maupun
politik. Sehingga dengan hal tersebut selain memberikan pemahaman
yang baik sesuai dengan tujuan SPPM, juga membuat animo untuk
52Wawancara dengan pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 12:29 WITA
53 Wawancara pada tanggal 11 Maret 2017 Pukul 10:10 WITA
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mengikuti sekolah politik tersebut semakin akitf. Sesuai dengan hasil
wawancara dengan Yunita peserta SPPM:
“Saya suka SPPM karena fasilitator dan narasumbernya baik-baik,
banyak hal baru dan menarik yang diajarkan. Seperti tentang
demokrasi, teknik analisa sosial, pendidikan politik. Tapi saya suka
materi seks dan gender.”54
Animo perempuan Maros yang tinggi terhadap sekolah politik ini,
tidak terlepas dari materi-materi yang di ajarkan di dalam sekolah politik
tersebut. Sehingga dengan animo yang tinggi dan juga arah yang positif
dengan mengikuti sekolah politik perempuan membuat hambatan yang
datang dari para suami mulai berkurang. Hal tersebut tidak terlepas dari
keberhasilan SPPM di dalam mendidik pesertanya menjadi lebih
memahami posisinya yang sangat penting di dalam sebuah kondisi sosial
maupun politik.
Keberhasilan sekolah politik tidak terlepas dari diberikannya
kesempatan kepada para perempuan di Kabupaten Maros untuk
mengikuti sekolah politik oleh para suaminya. Tingginya angka nikah
muda di desa-desa di Kabupaten Maros tersebut membuat partisipasi
politik di Maros sebelum adanya SPPM ini sangat kurang. Namun yang
terjadi pada saat ini berdasarkan efektivitas yang di lakukan oleh SPPM
membuahkan hasil.
Semakin meningkatnya partisipasi politik perempuan di dalam
sebuah ranah sosial maupun politik. Tidak terlepas dari usaha yang
dilakukan oleh yayasan Maupe dengan berbagai cara. Berbagai cara telah
54Wawancara pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 14:30 WITA
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di lakukan tidak terlepas pula dari dukungan beberapa pihak dari eksternal
lembaga Maupe membantu mensukseskan sekolah politik ini. Hal tersebut
sesuai dengan hasil wawancara dengan Agusnawati selaku direktur
Lembaga Maupe:
“Kita mengundang sosok yang menginspirasi(Ellena) perempuan di
dalam beberapa acara-acara maupun dalam pembelajaran untuk
saling menguatkan, saling berbgai pengetahuan, dan tentu saja
kepedulian sehingga dengan kehadiran seorang yang
menginspirasi membuat perempuan yang ikut di dalam SPPM bisa
terdorong. Sehingga merasa optimis dengan kodratnya sebagai
perempuan yang bisa juga bersaing dengan laki-laki di dalam
politik.”55
Dari uraian diatas dimana motivasi yang diberikan oleh pendiri
SPPM dengan menghadirkan perempuan yang telah berhasil di dalam
meraih penghargaan Ashoka Award. Dimana penghargaan diberikan
kepada pihak yang telah mendarmabaktikan dirinya untuk pengembangan
sumberdaya manusia dan lingkungan di dunia. Dengan tampilnya
perempuan sebagai pembicara di dalam suatu kesempatan membuat
perempuan Maros terdorong untuk berpartisipasi aktif di dalam sebuah
tatanan politik.
Ketika perempuan telah terdorong untuk ikut berperan aktif dalam
kegiatan politik, ada beberapa hambatan yang juga dialami, seperti apa
yang dituturkan oleh Meilani selaku kepala sekolah SPPM, beliau berkata:
“saya  jadi paham tantangannya amat berat ketika perempuan
maju, tantangannya banyak, salah satunya ketika rumah Hj.Sri
salah satu alumni SPPM, dilempari batu oleh orang yang tidak
55Wawancara pada tanggal 6 Maret 2017 Pukul 09:20 WITA
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dikenali, jadi memang tidak mudah apalagi di kampung-kampung
yang masih memegang tradisi bertumpu pada laki-laki”56
Ketika perempuan sudah terdorong aktif dalam menyadari haknya
dalam politik yaitu untuk memilih dan dipilih, sesuai dengan penuturan
Ibu Meilani dimana Hj.Sri yang saat itu mencalonkan diri menjadi calon
kepala dusun tetapi mengalami hal yang tidak menyenangkan yang
dilakukan oleh oknum yang tidak menyukai ketika perempuan memimpin
dan berusaha maju.
Usaha yang telah dilakukan tersebut berkat dukungan dari
beberapa pihak yang memiliki tujuan yang sama yakni untuk memberikan
kesempatan kepada perempuan dalam tatanan politik. Dimana selama ini
seakan termarjinalkan. Usaha yang telah di lakukan dengan memberikan
sosok inspirasi terhadap para peserta SPPM tersebut membuahkan hasil.
Sesuai dengan hasil wawancara dengan Mardiah selaku warga Desa
Majjanang dan merupakan alumni dari SPPM:
“Pada pemilihan calon legislatif kemarin, saya didorong untuk
maccaleg dari partai PAN dukungan dari ibu Una dan juga mantan
KPU Maros sehingga saya berani meskipun tidak terpilih”57
Keberanian diri yang telah di lakukan oleh Mardiah tersebut berkat
adanya inspirasi dan juga dukungan dari pendiri SPPM sendiri. Agar,
hasilnya selama mengikuti SPPM bisa sampai keranah praktis. Meskipun
bentuk partisipasi politik bukan semata ikut menyuarakan hak pilihnya.
56 Wawancara pada tanggal 06 Maret 2017 Pukul 13:40 WITA
57Wawancara pada tangga10 Maret 2017 pukul 12:25 WITA
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Atau ikut menjadi caleg. Namun aktif di dalam mempengaruhi proses
kebijakan merupakan sebuah harapan dari partisipasi politik yang aktif.
Dukungan dari internal lembaga Maupe didalam meningkatkan
partipasi politik perempuan tidak terlepas juga dengan adanya dukungan
dari legislator perempuan yang telah menduduki jabatan di DPRD agar
bagaiamana perempuan Maros tersebut tidak perlu takut untuk maju
kedalam ranah politik praktis. Sesuai dengan hasil wawancara dengan
Fitriani anggota DPRD fraksi PAN:
“Program yang telah dilakukan oleh SPPM ini sangat bagus.
Sehingga dengan adanya pendidikan politik memberikan dampak
positif terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Maros.
Saya di undang menjadi fasilitator di dalam kegiatan SPPM saya
lihat kualitas perempuan yang ikut sekolah tersebut sangat  baik
untuk bisa mewakili perempuan lainnya di DPRD.”58
Dari uraian tersebut dimana SPPM ini sangat diapresiasi
keberadaanya di dalam rangka meningkatkan partisipasi poltik perempuan
yang masih rendah khususnya di desa-desa di Kabupaten Maros. Selain
menghadirkan sosok inspirasi SPPM  pun menghadirkan bukti kongkrit jika
perempuan Maros juga bisa menjadi anggota legislatif dengan
mengundang legislator perempuan yang duduk di DPRD dari fraksi PAN.
Maka dukungan yang kongkrit tersebut bisa menjadi dorongan bagi
perempuan khususnya di desa-desa yang selama ini masih termarjinalkan
pikiranya tentang keberadaan perempuan di dalam ranah politik praktis.
Hambatan dan dukungan yang selama ini di dapatkan oleh SPPM selama
melaksanakan sekolah politik ini dari hasil uraian diatas dimana,
58Wawancara pada tanggal 09 April pukul 13:45 WITA
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hambatan yang telah di temui tersebut bisa teratasi dengan adanya usaha
dari beberapa pihak yang turut membantu  mensukseskan program ini
karena telah merasakan  dampak positif dari adanya sekolah politik
perempuan.
Kesuksesan melalui hambatan yang ada tersebut tidak semata-
mata lahir begitu saja. Adanya dukungan baik dari internal lembaga
maupu pihak-pihak di luar lembaga yang merasa terdorong untuk
mensukseskan program ini sehingga terciptalah kondisi dimana semakin
baiknya partisipasi politik perempuan di desa-desa di Kabupaten Maros.
Peran Lembaga Maupe melalui pendirian SPPM di kabupaten
Maros. Dimana pendidikan politik perempuan yang diadakan oleh
Lemabaga Maupe tersebut telah mengambil tugas partai politik yang juga
memberikan pendidikan politik di masyarakat. Dengan adanya SPPM
partai politik di maros pun merasa terbantu dengan adanya SPPM
tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Riska Sekretaris
Bidang Pemberdayaan Perempuan :
“Sangat membantu keberadaan SPPM dengan tujuan agar
memberikan pemahaman kepada perempuan tentang pentingnya
posisi perempuan di dalam ranah politk. Banyak alumni SPPM
memiliki kualitas, bisa kita lihat setiap ada kegiatan dari Dinas
Pemberdayaan Perempuan. Dimana peserta maupun alumni
SPPM di libatkan.”59
Diambil alihnya tugas partai politik di dalam melakukan pendidikan
politik justru membuat partai politik merasa terbantu. Sesuai dengan
59Wawancara pada tanggal 15 April 2017 pukul 11:50 WITA
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uraian diatas yang justru mengaminkan keberhasilan SPPM di dalam
melakukan pendidikan politik khususnya perempuan.
Pendidikan politik yang di lakukan oleh lembaga Maupe melalui
SPPM merupakan pendidikan politik yang menyasar perempuan sebagai
kaum yang dinomor duakan di dalam ranah politik sendiri. Sehingga
membuat partisipasi politik perempuan semakin pasif. Hal inilah membuat
SPPM  patut diapresiasi, dimana keberhasilannya diakui pula oleh dinas
pemberdayaan perempuan dengan melibatkan di dalam berbagai kegiatan
yang diadakan dinas tersebut.
Diambil alihnya tugas partai politik tidak serta merta membuat partai
politik melupakan tugasnya. Kecenderungan partai politik di maros justru
melakukan pendidikan poltik dengan cara dan sasaran berbeda dengan
SPPM yang menyasar perempuan yang selama ini rentan akan posisinya
di ranah politik. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Fitriani selaku
Kader Perempuan Partai PAN:
"Pendidikan politik yang dilakukan partai(PAN) di lakukan hanya
untuk internal partai saja sehingga untuk ke masayrakat belum
sampai saat ini. keberadaan SPPM sangat membantu dengan
menyasar perempuan-perempuan yang ada di Maros membantu
kita juga dalam melaksanakan pendidikan politik. Apalagi sudah
lihat kualitas dari alumni SPPM yang baik. tidak ada itu kata
penambil alihan tugas atau tersinggung dengan adanya SPPM
justru merasa terbantu.”60
Hal serupa juga disampaikan oleh Riska selaku Sekretaris Bidang
Perempuan PKS:
60Wawancara pada tanggal 09 April 2017 pukul 14:00 WITA
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“Pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS berbeda dengan
metode yang dilakukan oleh SPPM. Internal partai dan juga kita
lebih sering melakukan pendidikan politik itu melalui dakwah yang
berkaitan politik dengan safari politik. Sehingga metode yang
dilakukan berbeda SPPM namun tujuan kita sama yakni pendidikan
politik. Keberadaan SPPM sangat membantu di dalam
melaksanakann tugas pendidikan politik.”61
Partai politik yang memiliki tugas didalam pendidikan politik justru
merasa terbantu dengan adanya SPPM. Pengambil alihan tugas partai
oleh SPPM dari uraian diatas sanagt menapresiasikan pendidikan politik
yang diadakan oleh Lembaga Maupe tersebut. Pendidikan yang
dilaksanakan sangat berbeda dan juga sasaran yang berbeda sehingga
dari hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa keberadaan SPPM
memberikan warna tersendiri di dalam pendidikan politik yang lebih
menyasar kepada perempuan atau akar rumput yang menjadi tujuannya.
Dari hasil uraian tersebut, dapat disimpulkan hambatan yang di
hadapi oleh SPPM selama ini. Seperti pemahaman tentang kodrat
perempuan, batasan dari suami dan dari sesama perempuan sendiri.
Dimana  masih  berpikir marjinal tentang peran strategis perempuan di
dalam ranah politik.
Semuah hal yang menjadi hambatan perempuan di dalam
meningkatkan partisipasinya bisa terlewati dengan adanya dukungan dari
pihak-pihak tertentu yang merasakan dampak positif program ini.
Begitupun dengan dukungan dari pihak luar lembaga Maupe yang turut
menginspirasi dan juga memberikan semangat kepada peserta tentang
61 Wawancara pada tanggal 13 April 2017 pukul 11:00 WITA
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keberadaan perempuan di dalam politik juga sangat berpengaruh.
Sehingga dari kedua hal tersebut memberikan dampak pada berubahnya
pola pikir masyarakat tentang politik. Sehingga lebih berpartisipasi aktif
lebih di dalam ranah politik. Seperti dilibatkannya SPPM oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan di dalam kegiatannya.
Begitupun dengan partai yang sekan diambil alih tugasnya untuk
pendidikan politik. Justru merasa terbantu dengan adanya sekolah politik
perempuan tersebut, karena pendidikan politik yang dilkasanakan partai
berbeda dengan metode yang di jalankan SPPM begitupun dengan
sasaran yang lebih menyasar perempuan dari akar rumput. Dibandingkan
partai yang melakukan pendidikan politik hanya untuk internal seakan
terkesan esklusif.
Namun tidak di pungkiri pendidikan politik yang diadakan masing
partai dan juga lembaga Maupe memberikan dampak positif. Semakin
terbantunya warga Negara di dalam memahami seberapa pentingnya
politik. Sehingga bagi Lembaga Maupe sendiri merasakan dampak
dengan semakin berpartisipasi aktif di dalam ranah poltik yang dahulunya
pasif akan persoalan politik. Sesuai dengan tujuan didirikannya SPPM
yang menyasa perempuan Maros yang berdasarkan data masih di bawah





Peran SPPM di dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan
di Kabupaten Maros sangat berpengaruh. Dimana melalui pendidikan
politik yang di laksanakan, berhasil meningkatkan partisipasi politik
khususnya perempuan yang selama ini sangat minim berdasarkan data
yang ada. Dengan meninjau seberapa efektif SPPM di dalam
meningkatkan partisipasi poltik perempuan di Kabupaten Maros, penulis
menghasilkan kesimpulan, yakni sebagai berikut:
1. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh SPPM dengan harapan
agar partisipasi politik bisa meningkat terlaksana dengan baik.
Dimana dengan pemberian materi gender, HAP, public speaking,
politik dan demokrasi menghasilkan Alumni yang bisa di andalakan,
dimana sudah berani mengikuti Musrembangdes, mencalonkan diri
menjadi caleg, dan terlibar aktif di dalam memantau kebijakan yang
di keluarkan oleh desanya. Dengan pencapaian yang telah di
lakukan oleh alumni SPPM, boleh dikatakan SPPM berperan di
dalam hal tersebut.
2. Dukungan dan Hambatan didalam mensukseskan partisipasi politik
perempuan di Kabupaten Maros berjalan dengan yang apa
diharapkan. Dimana hamabatan yang datang dari beberapa pihak
seperti, suami, kodrat sebagai perempuan, dan juga dari
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perempuan lainnya yang belum mengerti tentang pentingnya
perempuan di dalam politik bisa di lalui. Hal tersebut tidak terlepas
dari dukungan dari pihak-pihak tertentu yang telah merasakan
dampak positif dari program SPPM ini. Begitupun dengan pihak
yang turut membantu menginspirasi dan juga menguatkan peserta
tentang posisi perempuan di ranah prolitik sehingga mendorong
perempuan untuk lebih aktif dalam meningkatkan partisipasinya.
6.2. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti
memberikan saran sehubungan dengan hasil penelitian, perlunya
pemerintah daerah lebih memperhatikan lembaga yang memberikan
dampak positif bagi daerah. Dengan memberikan kesempatan yang besar
terhadap kader dari lembaga yang dianggap telah berkompeten dengan
memberikan sebuah apresiasi lebih sehingga mendorong perempuan lain
untuk lebih termotivasi melakukan hal yang sama dan juga lebih.
Adapun peneliti memberikan saran yang sehubungan hasil
penelitian, yakni:
1. Selain metode dan juga kurikulum yang baik maka
diperlukan publikasi yang lebih baik lagi. Karena melalui
publikasi yang baik masyarakat lebih banyak yang ikut
SPPM ini. dan juga perlu inovasi di dalam meotde
pembelajaran sehingga tidak terkesan kaku.
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2. Selain sosok yang menginspirasi. SPPM perlu kader yang
lahir dari SPPM menduduki di suatu jabatan strategis
sehingga menambah kepercayaan dari suami sebagai
hambatan yang sering di temui di keluhan masyarakat yang
mengikuti SPPM ini dengan memberikan kepercayaan lebih
untuk mengikuti sekolah politik perempuan ini.
Penulis melihat usaha yang telah dilakukan Lembaga Maupe
melalui SPPM ini sangat patut untuk di apresiasikan. Karena dari hasil
observasi peneliti dimana peserta yang telah mengikuti SPPM tersebut.
Sangat percaya diri didalam mengutarakan apa yang tidak sesuai dengan
yang terjadi. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, beigtupun dengan
SPPM ini. Namun banyak manfaat yang telah diberikan bagi perempuan
di Kabupaten Maros selama lembaga tersebut berdiri. Sehingga sangat
dini untuk melihat kekurangan yang dimiliki oleh SPPM di bandingkan
dengan sumbangan pengetahuan yang sangat banyak membantu
perempuan di desa-desa di Kabupaten Maros.
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